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ABSTRAK 

 

ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM MENGKAJI 

KREDIBILITAS UMKM  

 (Studi Pada Bisnis Restoran di Kota Metro) 

 

Oleh: 

 

ADILLA BAΕΗΛQΙ  

NPM. 2103010002 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor restoran di Kota Metro 

dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM serta 

mengkaji peran kepatuhan tersebut dalam mencerminkan kredibilitas usaha. 

Kepatuhan pajak dipandang sebagai indikator kepatuhan formal sekaligus 

cerminan profesionalitas dan keberlanjutan usaha UMKM. Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Data 

dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pegawai Badan Pengelola 

Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD) Kota Metro dan pelaku UMKM restoran 

sebagai informan penelitian, serta didukung oleh dokumentasi dan studi 

kepustakaan yang relevan. Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, 

penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara sistematis. Hasil penelitian 

menunjukkan bahwa 68 persen UMKM restoran telah terdaftar sebagai wajib 

pajak dan memahami kewajiban PPh Final UMKM, namun tingkat kepatuhan 

dalam pembayaran dan pelaporan pajak masih bervariasi. Kepatuhan pajak 

terbukti berperan dalam meningkatkan kredibilitas usaha UMKM restoran, 

terutama dalam aspek legalitas, kepercayaan lembaga perbankan, dan kemudahan 

akses terhadap program pembinaan dan perizinan usaha. 

 

Kata Kunci: Kepatuhan Pajak, PPh Final UMKM, UMKM Restoran, 

Kredibilitas Usaha, Kota Metro 
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ABSTRACT 

 

AN ANALYSIS OF TAXPAYER COMPLIANCE IN ASSESSING THE 

CREDIBILITY OF MSMES 

(A Study of Restaurant Businesses in Metro City)” 

 

 

By: 

 

ADILLA BAΕΗΛQΙ  

NPM. 2103010002 

 

 

This study aims to analyze the level of tax compliance among Micro, 

Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in the restaurant sector in Metro City in 

fulfilling their obligations related to the Final Income Tax for MSMEs, as well as 

to examine the role of such compliance in reflecting business credibility. Tax 

compliance is viewed as an indicator of formal compliance and a reflection of 

professionalism and business sustainability. This research employs a qualitative 

approach with a descriptive-analytical method. Data were collected through in-

depth interviews with officials of the Regional Revenue and Tax Management 

Agency (Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah/BPPD) of Metro City and 

restaurant MSME owners as research informants, supported by documentation 

and relevant literature studies. Data analysis was conducted through data 

reduction, data presentation, and systematic conclusion drawing. The findings 

indicate that most restaurant MSMEs have been registered as taxpayers and 

understand their Final Income Tax obligations; however, the level of compliance 

in tax payment and reporting remains varied. Tax compliance is proven to play a 

role in enhancing business credibility, particularly in terms of legality, trust from 

banking institutions, and access to business development and licensing programs. 

Keywords: Tax Compliance, Final Income Tax for MSMEs, Restaurant MSMEs, 

Business Credibility, Metro City 
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MOTTO 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 
A. Latar Belakang Masalah 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu 

pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional di Indonesia. Keberadaan 

UMKM memiliki peran strategis dalam menopang stabilitas ekonomi, 

khususnya dalam menyerap tenaga kerja, mengurangi tingkat pengangguran, 

serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan data 

Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia, UMKM menyumbang 

lebih dari 60 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan 

menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja di Indonesia
1
. Angka tersebut 

menunjukkan bahwa UMKM bukan hanya sektor pelengkap, melainkan 

menjadi tulang punggung perekonomian nasional. 

Selain kontribusinya terhadap PDB dan penyerapan tenaga kerja, 

UMKM juga berperan penting dalam menciptakan pemerataan ekonomi 

antarwilayah. UMKM berkembang hampir di seluruh daerah, termasuk kota-

kota kecil dan menengah seperti Kota Metro. Dengan karakteristik usaha 

yang fleksibel dan adaptif, UMKM mampu bertahan dalam berbagai kondisi 

ekonomi, termasuk pada masa krisis ekonomi global maupun pandemi. Oleh 

                                                           
1 Kementerian Koperasi dan UKM RI, Perkembangan Data UMKM Tahun Terbaru, 

2023, https://www.kemenkopukm.go.id, diakses pada 29 Desember 2025. 

https://www.kemenkopukm.go.id/
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karena itu, penguatan UMKM menjadi agenda strategis pemerintah dalam 

mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan
2
. 

Namun demikian, besarnya peran UMKM dalam perekonomian 

nasional belum sepenuhnya diimbangi dengan kontribusi yang optimal 

terhadap penerimaan negara, khususnya dari sektor perpajakan. Sistem 

perpajakan Indonesia yang menganut prinsip self assessment memberikan 

kepercayaan penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, dan 

melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Sistem ini menuntut 

tingkat kesadaran dan kepatuhan yang tinggi dari wajib pajak, termasuk 

pelaku UMKM. 

Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak menjadi faktor 

krusial dalam menentukan efektivitas sistem pajak. Kepatuhan pajak 

mencerminkan sikap patuh wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang 

berlaku, baik secara formal maupun material
3
. Kepatuhan formal berkaitan 

dengan ketepatan waktu pelaporan dan pembayaran pajak, sedangkan 

kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran jumlah pajak yang 

dilaporkan dan dibayarkan. 

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak 

UMKM di Indonesia masih tergolong rendah. Banyak pelaku UMKM yang 

belum terdaftar sebagai wajib pajak, belum memiliki Nomor Pokok Wajib 

Pajak (NPWP), atau belum melaksanakan kewajiban pelaporan dan 

                                                           
2 Tambunan, Tulus T.H., UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan, 

Jakarta: LP3ES, 2019. Hal 23-25. 
3 Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi Offset, 2022, hlm. 7-9. 
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pembayaran pajak secara konsisten. Kondisi ini menyebabkan potensi 

penerimaan pajak dari sektor UMKM belum dapat dimaksimalkan secara 

optimal. 

Salah satu faktor utama yang memengaruhi rendahnya tingkat 

kepatuhan pajak UMKM adalah keterbatasan pengetahuan dan pemahaman 

pelaku usaha terhadap regulasi perpajakan. Penelitian-penelitian terdahulu 

menunjukkan bahwa rendahnya literasi perpajakan berdampak signifikan 

terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM 
4
. Banyak pelaku UMKM 

yang menganggap pajak sebagai beban tambahan yang memberatkan usaha, 

bukan sebagai kewajiban konstitusional yang berkontribusi terhadap 

pembangunan negara. 

Selain faktor pengetahuan, persepsi negatif terhadap sistem 

perpajakan dan aparat pajak juga turut memengaruhi perilaku kepatuhan 

wajib pajak. Kurangnya transparansi pemanfaatan pajak, kekhawatiran 

terhadap sanksi, serta kompleksitas administrasi perpajakan sering kali 

menjadi alasan pelaku UMKM enggan memenuhi kewajiban perpajakannya. 

Akibatnya, kepatuhan pajak tidak hanya menjadi persoalan administratif, 

tetapi juga berkaitan dengan tingkat kepercayaan wajib pajak terhadap 

pemerintah. 

Di sisi lain, kepatuhan perpajakan memiliki hubungan erat dengan 

kredibilitas suatu usaha. Kredibilitas UMKM dapat diartikan sebagai tingkat 

kepercayaan yang diberikan oleh berbagai pemangku kepentingan, seperti 

                                                           
4 Adi Nugroho & Zulaikha, “Pengaruh Pengetahuan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib 

Pajak UMKM,” Jurnal Akuntansi dan Auditing, Vol. 17 No. 2, 2020, hlm. 95–97. 
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pemerintah, lembaga keuangan, mitra usaha, dan masyarakat, terhadap 

integritas dan profesionalisme suatu usaha
5
. UMKM yang patuh terhadap 

kewajiban perpajakan cenderung memiliki administrasi keuangan yang lebih 

tertib dan transparan, sehingga lebih dipercaya dalam mengakses 

pembiayaan perbankan maupun kerja sama bisnis. 

Dalam konteks UMKM, khususnya sektor restoran, kepatuhan pajak 

menjadi indikator penting dalam menilai kredibilitas usaha. Usaha restoran 

memiliki karakteristik transaksi yang bersifat harian dan berkelanjutan, 

sehingga memiliki potensi pajak yang relatif stabil. Namun, banyak usaha 

restoran skala UMKM yang belum memiliki pencatatan keuangan yang 

memadai, sehingga menyulitkan penghitungan dan pelaporan pajak secara 

akurat. 

Kota Metro sebagai salah satu kota berkembang di Provinsi Lampung 

memiliki pertumbuhan UMKM yang cukup pesat, terutama di sektor kuliner 

dan restoran. Perkembangan ini didorong oleh meningkatnya aktivitas 

ekonomi masyarakat serta perubahan pola konsumsi yang menjadikan sektor 

makanan dan minuman sebagai salah satu sektor unggulan. Namun, pesatnya 

pertumbuhan UMKM restoran di Kota Metro belum sepenuhnya diikuti 

dengan peningkatan kepatuhan pajak pelaku usahanya
6
. 

Berdasarkan kondisi tersebut, penting untuk dilakukan kajian 

mendalam mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM restoran di Kota Metro, 

                                                           
5 Azhar Susanto, Sistem Informasi Akuntansi: Konsep dan Pengembangan, Bandung: 

Lingga Jaya, 2018, hlm. 41–43. 
6 Badan Pusat Statistik Kota Metro, Kota Metro dalam Angka 2023, Metro: BPS Kota 

Metro, 2023 
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khususnya dalam kaitannya dengan kredibilitas usaha. Analisis kepatuhan 

pajak tidak hanya memberikan gambaran tentang sejauh mana pelaku 

UMKM memenuhi kewajiban perpajakan, tetapi juga dapat digunakan 

sebagai alat ukur dalam menilai tingkat kredibilitas dan keberlanjutan usaha 

UMKM itu sendiri. 

Penelitian ini menjadi relevan dan penting karena dapat memberikan 

kontribusi akademik dalam pengembangan kajian perpajakan UMKM, serta 

memberikan masukan praktis bagi pemerintah daerah dan otoritas pajak 

dalam merumuskan kebijakan dan strategi peningkatan kepatuhan pajak 

UMKM. Selain itu, hasil penelitian diharapkan dapat mendorong pelaku 

UMKM restoran di Kota Metro untuk meningkatkan kesadaran dan 

kepatuhan perpajakan sebagai bagian dari upaya meningkatkan kredibilitas 

dan daya saing usaha. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, 

menunjukkan bahwa meskipun UMKM restoran memiliki peran strategis 

dalam perekonomian daerah, tingkat kepatuhan wajib pajaknya masih 

menghadapi berbagai kendala, khususnya dalam pemenuhan kewajiban 

Pajak Penghasilan (PPh) UMKM. Rendahnya kepatuhan tersebut berpotensi 

memengaruhi kredibilitas usaha UMKM restoran, baik dari sisi administrasi 

maupun kepercayaan pemangku kepentingan. Oleh karena itu, permasalahan 

dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 
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1. Bagaimana tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM restoran di Kota 

Metro dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final 

UMKM? 

2. Bagaimana kepatuhan wajib pajak UMKM restoran dalam pemenuhan 

kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM berperan dalam 

mencerminkan kredibilitas usaha UMKM restoran di Kota Metro? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk menganalisis tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM restoran 

di Kota Metro dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) 

Final UMKM. 

b. Untuk mengkaji peran kepatuhan wajib pajak UMKM restoran 

dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM 

sebagai indikator kredibilitas usaha UMKM restoran di Kota Metro. 

2. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik 

secara teoritis maupun praktis sebagai berikut: 

a. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

akademik dalam pengembangan kajian ilmu akuntansi dan 

perpajakan, khususnya terkait kepatuhan wajib pajak UMKM, 
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memperkaya literatur ilmiah mengenai hubungan antara kepatuhan 

perpajakan dan kredibilitas usaha UMKM, terutama pada sektor 

restoran. Serta  diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian 

selanjutnya yang membahas kepatuhan pajak UMKM dengan fokus 

pada Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM. 

b. Manfaat Praktis. 

1) Bagi Pemerintah dan Otoritas Pajak 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan 

evaluasi dan pertimbangan bagi Direktorat Jenderal Pajak serta 

pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan, program 

sosialisasi, dan pendampingan perpajakan yang lebih efektif bagi 

UMKM restoran di Kota Metro. 

2) Bagi Pelaku UMKM Restoran 

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran 

pelaku UMKM restoran mengenai pentingnya kepatuhan dalam 

memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM, 

serta mendorong tertib administrasi perpajakan sebagai upaya 

meningkatkan kredibilitas dan keberlanjutan usaha. 

3) Bagi Lembaga Keuangan dan Pemangku Kepentingan 

Hasil penelitian ini dapat menjadi informasi tambahan 

dalam menilai kredibilitas UMKM restoran, khususnya dalam 

kaitannya dengan kepatuhan perpajakan sebagai salah satu 

indikator kelayakan usaha. 
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4) Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan empiris dan 

metodologis bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji 

kepatuhan pajak UMKM maupun kredibilitas usaha pada sektor 

lainnya. 

 

D. Penelitian Relevan 

Penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM telah berkembang 

cukup pesat seiring dengan peran strategis UMKM dalam perekonomian 

nasional dan kontribusinya terhadap penerimaan pajak. Namun, sebagian 

besar penelitian terdahulu masih menitikberatkan pada faktor-faktor yang 

memengaruhi kepatuhan pajak atau dampaknya terhadap kinerja keuangan, 

sementara kajian yang mengaitkan kepatuhan pajak dengan kredibilitas 

usaha UMKM, khususnya pada sektor restoran, masih terbatas. Oleh karena 

itu, penelitian ini memiliki relevansi yang kuat sekaligus nilai kebaruan. 

Penelitian pertama dilakukan oleh Utami, Wijaya, dan Pratama (2023) 

dengan judul “Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Dikenakan PPh Final”. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan objek UMKM di 

sektor perdagangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman 

perpajakan dan sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

kepatuhan wajib pajak UMKM. Persamaan penelitian ini dengan penelitian 

penulis terletak pada fokus kajian mengenai kepatuhan wajib pajak UMKM 

terhadap PPh Final. Adapun perbedaannya, penelitian Utami dkk. berfokus 
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pada faktor penyebab kepatuhan, sedangkan penelitian ini menitikberatkan 

pada kepatuhan pajak sebagai indikator kredibilitas usaha UMKM restoran
7
. 

Penelitian kedua dilakukan oleh Sudiartana dan Mendra (2022) 

berjudul “Analisis Kepatuhan Pajak UMKM Ditinjau dari Theory of 

Planned Behavior”. Penelitian ini menjelaskan bahwa sikap wajib pajak, 

norma subjektif, dan persepsi kontrol perilaku memiliki pengaruh signifikan 

terhadap kepatuhan pajak UMKM. Persamaan dengan penelitian ini adalah 

sama-sama membahas kepatuhan wajib pajak UMKM. Namun, penelitian 

Sudiartana dan Mendra tidak secara spesifik membahas jenis pajak tertentu, 

serta tidak mengaitkan kepatuhan pajak dengan aspek kredibilitas atau 

reputasi usaha, yang menjadi fokus utama penelitian ini
8
. 

Penelitian ketiga dilakukan oleh Satria Negara (2022) dalam 

skripsinya yang berjudul “Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak 

terhadap Keberlanjutan Usaha UMKM”. Penelitian ini menemukan bahwa 

kepatuhan pajak berkontribusi terhadap keberlanjutan usaha UMKM melalui 

peningkatan kepercayaan pihak eksternal. Persamaan penelitian ini dengan 

penelitian penulis terletak pada pengaitan antara kepatuhan pajak dan 

keberlangsungan usaha. Perbedaannya, penelitian Satria Negara tidak secara 

                                                           
7 Utami, Wijaya, & Pratama, “Pengaruh Pemahaman Perpajakan dan Sanksi Pajak 

terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM yang Dikenakan PPh Final,” Jurnal Akuntansi dan 

Perpajakan Indonesia, Vol. 7 No. 2, 2023 
8 I Made Sudiartana & I Ketut Mendra, “Analisis Kepatuhan Pajak UMKM Ditinjau dari 

Theory of Planned Behavior,” Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis, Vol. 17 No. 1, 2022 
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spesifik membahas PPh Final UMKM maupun sektor restoran, sedangkan 

penelitian ini berfokus secara spesifik pada UMKM restoran di Kota Metro
9
. 

Tabel 1.1 

Tabel Penelitian Relevan 

 

No 
Peneliti 

& Tahun 

Judul 

Penelitian 

Metode & 

Objek 

Penelitian 

Fokus 

Penelitian 

Persamaan 

dengan 

Penelitian Ini 

Perbedaan 

dengan 

Penelitian Ini 

1 Utami, 

Wijaya, 

& 

Pratama 

(2023) 

Pengaruh 

Pemahaman 

Perpajakan 

dan Sanksi 

Pajak 

terhadap 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

UMKM 

yang 

Dikenakan 

PPh Final 

Kuantitatif, 

UMKM 

sektor 

perdagangan 

Kepatuhan 

wajib 

pajak 

UMKM 

terhadap 

PPh Final 

Sama-sama 

membahas 

kepatuhan 

wajib pajak 

UMKM dan 

PPh Final 

UMKM 

Fokus pada 

faktor 

penyebab 

kepatuhan, 

tidak 

mengaitkan 

dengan 

kredibilitas 

usaha 

2 Sudiartan

a & 

Mendra 

(2022) 

Analisis 

Kepatuhan 

Pajak 

UMKM 

Ditinjau 

dari Theory 

of Planned 

Behavior 

Kuantitatif; 

UMKM 

lintas sektor 

Perilaku 

kepatuhan 

pajak 

UMKM 

Sama-sama 

mengkaji 

kepatuhan 

wajib pajak 

UMKM 

Tidak spesifik 

pada PPh 

Final UMKM 

dan tidak 

membahas 

kredibilitas 

usaha 

3 Satria 

Negara 

(2022) 

Pengaruh 

Kesadaran 

dan 

Kepatuhan 

Wajib Pajak 

terhadap 

Keberlanjut

an Usaha 

UMKM 

Kuantitatif; 

UMKM 

Kepatuhan 

pajak dan 

keberlanju

tan usaha 

Sama-sama 

mengaitkan 

kepatuhan 

pajak dengan 

aspek non-

finansial 

UMKM 

Tidak spesifik 

pada PPh 

Final UMKM 

dan bukan 

sektor restoran 

Berdasarkan kelima penelitian relevan tersebut, dapat disimpulkan 

bahwa penelitian sebelumnya masih berfokus pada faktor-faktor kepatuhan 

pajak dan dampaknya terhadap kinerja atau keberlanjutan usaha. Oleh karena 

                                                           
9 Satria Negara, Pengaruh Kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak terhadap 

Keberlanjutan Usaha UMKM, Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri 

Yogyakarta, 2022. 
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itu, penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan mengkaji 

kepatuhan wajib pajak UMKM restoran terhadap PPh Final UMKM sebagai 

cerminan kredibilitas usaha, khususnya dalam konteks daerah Kota Metro. 

 



 
 

 
 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Dalam Sistem Perpajakan 

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan bagian 

integral dari struktur perekonomian nasional yang memiliki peran strategis 

dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, serta 

meningkatkan pemerataan pendapatan masyarakat. Keberadaan UMKM tidak 

hanya dipahami sebagai aktivitas ekonomi berskala kecil, melainkan sebagai 

entitas usaha yang memiliki kontribusi signifikan terhadap stabilitas ekonomi 

nasional, khususnya dalam menghadapi dinamika krisis ekonomi. 

Ketangguhan UMKM yang relatif tinggi dibandingkan usaha berskala besar 

menjadikan sektor ini sering disebut sebagai tulang punggung perekonomian 

nasional.
1
 

Dalam kerangka hukum nasional, pengertian UMKM diatur secara 

tegas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, 

Kecil, dan Menengah. Undang-undang tersebut mendefinisikan usaha mikro 

sebagai usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha 

perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro, usaha kecil sebagai usaha 

ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan 

atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang 

perusahaan dari usaha menengah atau besar, serta usaha menengah sebagai 

                                                           
1 Tulus T.H. Tambunan, UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan, 

Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 1-3. 
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usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang 

perorangan atau badan usaha dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil 

penjualan tahunan tertentu.
2
 

Definisi yuridis tersebut menempatkan UMKM sebagai entitas usaha 

yang berdiri mandiri, memiliki otonomi dalam pengelolaan, serta menjalankan 

kegiatan ekonomi dengan tujuan memperoleh keuntungan. Dengan demikian, 

UMKM tidak dapat dipandang sekadar sebagai aktivitas subsisten, melainkan 

sebagai unit bisnis yang memiliki orientasi pasar dan potensi berkembang. 

Selain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengaturan mengenai 

UMKM juga diperkuat melalui berbagai peraturan turunan, termasuk 

peraturan pemerintah dan kebijakan sektoral yang mengatur pembinaan, 

pemberdayaan, serta integrasi UMKM ke dalam sistem ekonomi formal. Salah 

satu aspek penting dari integrasi tersebut adalah keterkaitan UMKM dengan 

sistem perpajakan, baik di tingkat pusat maupun daerah. 

Secara konseptual, kriteria UMKM dibedakan berdasarkan besaran aset 

dan omzet tahunan. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 menetapkan 

bahwa usaha mikro memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000, 

tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, atau memiliki hasil 

penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000. Usaha kecil memiliki 

kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000 sampai dengan Rp500.000.000 atau 

hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000 sampai dengan 

Rp2.500.000.000. Adapun usaha menengah memiliki kekayaan bersih lebih 

                                                           
2 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah, Pasal 1. 
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dari Rp500.000.000 sampai dengan Rp10.000.000.000 atau hasil penjualan 

tahunan lebih dari Rp2.500.000.000 sampai dengan Rp50.000.000.000.
3
 

Klasifikasi tersebut berfungsi sebagai dasar dalam perumusan kebijakan 

pembinaan, pembiayaan, serta pengenaan kewajiban perpajakan. Semakin 

besar skala usaha, semakin besar pula potensi kontribusinya terhadap 

penerimaan negara dan daerah. Namun, dalam praktiknya, sebagian besar 

UMKM di Indonesia masih berada pada kategori mikro dan kecil, yang 

umumnya memiliki keterbatasan modal, sumber daya manusia, serta akses 

terhadap informasi dan teknologi. 

Salah satu sektor UMKM yang berkembang pesat di berbagai daerah 

adalah sektor restoran atau rumah makan. UMKM restoran mencakup usaha 

penyediaan makanan dan minuman yang dikelola secara perorangan atau 

keluarga, dengan skala usaha kecil hingga menengah. Karakteristik utama 

UMKM restoran antara lain penggunaan modal yang relatif terbatas, tenaga 

kerja yang sebagian besar berasal dari lingkungan keluarga atau masyarakat 

sekitar, serta sistem manajemen yang masih sederhana.
4
 

UMKM restoran umumnya beroperasi dengan struktur organisasi yang 

tidak kompleks. Pemilik usaha sering kali merangkap sebagai pengelola utama 

yang bertanggung jawab atas pengadaan bahan baku, proses produksi, 

pelayanan konsumen, hingga pengelolaan keuangan. Kondisi ini 

                                                           
3 Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, 

dan Menengah, Pasal 1. 
4 Suryana, Kewirausahaan: Kiat dan Proses Menuju Sukses, Jakarta: Salemba Empat, 2014, 

hlm. 102-104. 
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mencerminkan bahwa keputusan strategis dan operasional sangat bergantung 

pada kapasitas individu pemilik usaha. 

Dari sisi karakteristik produksi, UMKM restoran cenderung 

menggunakan peralatan sederhana, dengan teknologi yang relatif rendah 

hingga menengah. Standarisasi produk sering kali belum dilakukan secara 

ketat, sehingga kualitas produk sangat bergantung pada keterampilan tenaga 

kerja dan konsistensi proses produksi. Meskipun demikian, fleksibilitas 

UMKM restoran dalam menyesuaikan menu dan harga dengan selera pasar 

menjadi salah satu keunggulan kompetitif dibandingkan usaha berskala besar.
5
 

UMKM restoran merupakan salah satu subsektor UMKM yang 

beroperasi dalam industri jasa makanan dan minuman. Karakteristik khas 

UMKM restoran mencerminkan sifat umum UMKM sekaligus nuansa spesifik 

yang membedakannya dari UMKM sektor lain. Berdasarkan hasil kajian 

literatur dan penelitian empiris terhadap sektor UMKM kuliner, termasuk 

yang dilakukan dalam konteks industri makanan di Indonesia, beberapa 

karakteristik umum UMKM restoran adalah sebagai berikut: 

1. Skala Usaha Kecil dan Modal yang Terbatas 

UMKM restoran umumnya beroperasi pada skala kecil dengan 

modal usaha yang tidak terlalu besar dibandingkan usaha besar. Modal 

sering kali berasal dari tabungan pribadi atau pinjaman kecil dari modal 

sosial, yang berdampak pada keterbatasan kapasitas produksi dan variasi 

layanan. 

                                                           
5 Hendro, Dasar-Dasar Kewirausahaan, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 89-91. 
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2. Struktur Organisasi Sederhana 

Organisasi usaha restoran UMKM biasanya tidak kompleks. 

Banyak pelaku usaha merupakan pemilik yang sekaligus pengelola utama 

usaha, dengan dukungan tenaga kerja terbatas yang mungkin termasuk 

anggota keluarga atau karyawan langsung. 

3. Pengelolaan Keuangan yang Belum Formal 

Dalam praktiknya, UMKM restoran sering menggabungkan 

keuangan pribadi pemilik dengan arus kas usaha, terutama pada fase awal 

usaha. Kondisi ini turut mempengaruhi pengelolaan pembukuan, 

pencatatan transaksi, dan penyiapan laporan keuangan formal. 

4. Adaptabilitas dan Ketahanan terhadap Perubahan Ekonomi 

Meskipun berstatus usaha kecil, banyak UMKM restoran 

menunjukkan kemampuan untuk bertahan di tengah goncangan ekonomi, 

seperti krisis finansial atau fluktuasi permintaan konsumen, karena 

fleksibilitas biaya dan fokus pada kebutuhan lokal. 

5. Tingkat Formalitas Legalitas yang Beragam 

UMKM restoran seringkali berada pada spektrum legalitas yang 

luas: dari yang sudah memiliki izin usaha lengkap seperti NIB (Nomor 

Induk Berusaha) hingga yang beroperasi secara informal tanpa pendaftaran 

resmi. Perbedaan ini turut mempengaruhi akses ke bantuan pemerintah dan 

kemudahan administrasi lainnya.
6
 

                                                           
6 Tulus T.H. Tambunan, UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan, 

Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 7-9. 
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Karakteristik di atas menjelaskan bahwa UMKM restoran berada pada 

posisi usaha yang sangat fleksibel namun sekaligus rentan terhadap kendala 

manajerial dan administratif. Karena itu, kajian akademik tentang UMKM 

restoran tidak hanya berfokus pada aspek ekonomi mikro, tetapi juga pada 

aspek kelembagaan, keterampilan pengelolaan, serta keterlibatan dalam sistem 

formal seperti perpajakan. 

Dalam aspek pemasaran, UMKM restoran lebih banyak mengandalkan 

pemasaran langsung melalui lokasi usaha, rekomendasi dari mulut ke mulut, 

serta, dalam beberapa tahun terakhir, pemanfaatan platform digital seperti 

media sosial dan aplikasi pesan antar makanan. Namun, tingkat pemanfaatan 

teknologi digital tersebut masih bervariasi, tergantung pada tingkat literasi 

digital pemilik usaha. 

Pola pengelolaan usaha dan keuangan UMKM restoran umumnya 

bersifat sederhana dan belum sepenuhnya terpisah antara keuangan usaha dan 

keuangan pribadi. Banyak pelaku UMKM yang belum menerapkan sistem 

pembukuan yang sistematis, sehingga pencatatan transaksi masih dilakukan 

secara manual atau bahkan hanya berdasarkan ingatan. Kondisi ini berdampak 

pada kesulitan dalam mengetahui secara pasti besaran omzet, biaya, dan laba 

usaha.
7
 

Menurut Kasmir, pengelolaan keuangan usaha yang baik seharusnya 

mencakup perencanaan keuangan, pencatatan transaksi, pengendalian kas, 

serta penyusunan laporan keuangan sederhana. Bagi UMKM, penerapan 

                                                           
7 Hery, Akuntansi untuk UMKM, Jakarta: Grasindo, 2015, hlm. 45–47. 
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prinsip-prinsip dasar tersebut sangat penting untuk menjaga keberlangsungan 

usaha dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan.
8
 

Namun, keterbatasan pengetahuan akuntansi dan minimnya 

pendampingan menyebabkan banyak UMKM restoran belum mampu 

menyusun laporan keuangan sesuai standar. Akibatnya, aspek transparansi dan 

akuntabilitas keuangan masih lemah, yang pada gilirannya memengaruhi 

kemampuan UMKM dalam memenuhi kewajiban perpajakan secara benar. 

Dalam sistem perpajakan daerah, UMKM restoran menempati posisi 

strategis karena selain menjadi wajib pajak pusat melalui Pajak Penghasilan, 

juga berpotensi menjadi objek pajak daerah, seperti pajak restoran atau pajak 

barang dan jasa tertentu sesuai dengan peraturan daerah. Pajak restoran 

merupakan salah satu jenis pajak daerah yang dikenakan atas pelayanan 

penyediaan makanan dan/atau minuman yang dipungut dari konsumen.
9
 

Keberadaan pajak restoran menunjukkan bahwa UMKM restoran 

memiliki kontribusi langsung terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh 

karena itu, pemerintah daerah berkepentingan untuk mendorong legalitas dan 

kepatuhan UMKM restoran dalam memenuhi kewajiban perpajakan daerah. 

Dalam konteks ini, integrasi antara sistem perpajakan pusat dan daerah 

menjadi penting agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan serta tetap 

mempertimbangkan kemampuan UMKM. 

Selain sebagai objek pajak daerah, UMKM restoran juga merupakan 

subjek pajak pusat yang dikenai Pajak Penghasilan, khususnya PPh Final 

                                                           
8 Kasmir, Pengantar Manajemen Keuangan, Jakarta: Kencana, 2016, hlm. 18-21. 
9 Bohari, Hukum Pajak, Jakarta: Rajawali Pers, 2017, hlm. 214–216. 
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UMKM. Kebijakan PPh Final UMKM yang diatur dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 memberikan tarif sebesar 0,5 persen dari 

peredaran bruto. Kebijakan ini dirancang untuk memberikan kemudahan bagi 

UMKM dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak.
10

 

Posisi UMKM restoran dalam sistem perpajakan daerah dan pusat 

menunjukkan bahwa sektor ini memiliki peran ganda, yaitu sebagai penggerak 

ekonomi lokal sekaligus sebagai sumber penerimaan negara dan daerah. Oleh 

karena itu, pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik UMKM 

restoran, pola pengelolaan usaha dan keuangannya, serta kerangka hukum 

yang mengaturnya menjadi penting sebagai dasar analisis dalam penelitian ini. 

Secara keseluruhan, UMKM restoran dapat dipahami sebagai unit usaha 

ekonomi produktif yang beroperasi dalam skala kecil hingga menengah, 

memiliki karakteristik manajerial yang sederhana, serta berinteraksi langsung 

dengan sistem perpajakan pusat dan daerah. Landasan teori ini memberikan 

pijakan konseptual untuk memahami konteks empiris UMKM restoran dan 

relevansinya dalam kajian perpajakan. 

 

B. Konsep Pajak untuk UMKM 

Pajak merupakan salah satu instrumen utama yang digunakan negara 

untuk menghimpun penerimaan guna membiayai penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan nasional. Dalam sistem keuangan negara, 

pajak menempati posisi strategis karena sebagian besar sumber pendapatan 

                                                           
10 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018, Pasal 2. 

10. Tulus T.H. Tambunan, UMKM di Indonesia: Perkembangan, Kendala, dan Tantangan, 

Jakarta: Kencana, 2012, hlm. 1–3. 
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negara berasal dari sektor perpajakan. Secara konseptual, pajak dapat 

dipahami sebagai kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang 

pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa 

memperoleh imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
11

 Definisi tersebut menegaskan 

bahwa pajak mengandung unsur paksaan yang sah menurut hukum, memiliki 

dasar yuridis yang kuat, serta diarahkan untuk mewujudkan tujuan 

kesejahteraan umum. 

Dalam perspektif fungsi, pajak tidak hanya berperan sebagai sumber 

penerimaan negara, tetapi juga memiliki fungsi yang lebih luas. Mardiasmo 

mengemukakan bahwa pajak memiliki dua fungsi utama, yaitu fungsi 

budgetair dan fungsi regulerend. Fungsi budgetair menunjukkan peran pajak 

sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara guna membiayai 

pengeluaran rutin maupun pembangunan. Sementara itu, fungsi regulerend 

menunjukkan peran pajak sebagai alat pengatur untuk mencapai tujuan 

tertentu di bidang ekonomi dan sosial, misalnya mendorong pertumbuhan 

sektor usaha tertentu, mengendalikan konsumsi barang tertentu, serta 

menciptakan pemerataan pendapatan.
12

 Dalam konteks UMKM, fungsi 

regulerend pajak terlihat melalui berbagai kebijakan insentif dan 

penyederhanaan administrasi perpajakan yang bertujuan mendorong 

pertumbuhan dan keberlanjutan usaha kecil. 

                                                           
11 Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Terbaru, Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 1–2. 
12 Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Terbaru, Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 4-5. 
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Keberadaan pajak sebagai instrumen fiskal menempatkan setiap 

individu atau badan usaha yang telah memenuhi kriteria tertentu sebagai 

subjek pajak. Pengertian wajib pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 

Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah orang 

pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan 

perpajakan diwajibkan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk 

pemotongan atau pemungutan pajak tertentu. Dengan demikian, wajib pajak 

tidak hanya dipahami sebagai pihak yang membayar pajak, tetapi juga pihak 

yang memiliki tanggung jawab administratif dalam sistem perpajakan, seperti 

mendaftarkan diri, menghitung pajak terutang, membayar, dan melaporkan 

pajak. 

Dalam dunia usaha, wajib pajak dapat berupa wajib pajak orang pribadi 

maupun wajib pajak badan. Pelaku UMKM dapat termasuk ke dalam kedua 

kategori tersebut, tergantung pada bentuk kepemilikan dan pengelolaan usaha. 

UMKM yang dikelola secara perseorangan umumnya berkedudukan sebagai 

wajib pajak orang pribadi, sedangkan UMKM yang berbentuk badan usaha, 

seperti CV atau PT, berkedudukan sebagai wajib pajak badan. Kedudukan ini 

memiliki implikasi terhadap jenis kewajiban perpajakan yang melekat pada 

masing-masing pelaku usaha. 

UMKM sebagai entitas ekonomi memiliki karakteristik yang berbeda 

dibandingkan dengan usaha besar. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 

tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mengklasifikasikan UMKM 

berdasarkan kriteria kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. Usaha 



22 
 

 
 

mikro merupakan usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan 

usaha perorangan yang memenuhi kriteria tertentu, usaha kecil merupakan 

usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan bukan merupakan anak 

perusahaan atau cabang perusahaan dari usaha menengah atau besar, 

sedangkan usaha menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri 

sendiri dan memiliki skala usaha lebih besar dibandingkan usaha kecil. 

Karakteristik wajib pajak UMKM pada umumnya ditandai oleh 

keterbatasan modal, sederhana dalam struktur organisasi, serta pengelolaan 

usaha yang masih bersifat tradisional. Banyak UMKM yang belum memiliki 

sistem pembukuan yang memadai, sehingga kesulitan dalam menyusun 

laporan keuangan secara lengkap. Kondisi ini berpengaruh terhadap 

kemampuan UMKM dalam memahami dan melaksanakan kewajiban 

perpajakan. Oleh karena itu, kebijakan perpajakan terhadap UMKM perlu 

mempertimbangkan karakteristik tersebut agar dapat mendorong kepatuhan 

tanpa menimbulkan beban yang berlebihan. 

Salah satu bentuk kebijakan yang dirancang untuk mengakomodasi 

karakteristik UMKM adalah penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Final 

UMKM. PPh Final UMKM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 

Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang 

Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto 

Tertentu. Peraturan ini menetapkan bahwa wajib pajak dengan peredaran bruto 
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sampai dengan batas tertentu dikenakan PPh Final dengan tarif sebesar 0,5 

persen dari omzet atau peredaran bruto usaha.
13

 

Konsep dasar PPh Final UMKM adalah penyederhanaan mekanisme 

perpajakan. Wajib pajak tidak diwajibkan menghitung laba bersih sebagai 

dasar pengenaan pajak, melainkan cukup mengalikan tarif pajak dengan omzet 

usaha. Sifat final dari pajak ini berarti bahwa pajak yang telah dibayarkan 

tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan lainnya. Dengan mekanisme 

tersebut, diharapkan UMKM dapat lebih mudah memahami kewajiban 

perpajakannya dan terdorong untuk melaksanakan kewajiban tersebut secara 

sukarela. 

Penerapan PPh Final UMKM juga mencerminkan fungsi regulerend 

pajak, di mana pemerintah menggunakan instrumen pajak untuk mendorong 

formalitas usaha dan memperluas basis pajak. UMKM yang sebelumnya 

berada di sektor informal diharapkan dapat masuk ke dalam sistem perpajakan 

formal melalui mekanisme yang sederhana dan terjangkau. Dengan demikian, 

kebijakan PPh Final UMKM tidak hanya bertujuan meningkatkan penerimaan 

negara, tetapi juga membangun budaya kepatuhan pajak di kalangan pelaku 

UMKM. 

Mekanisme pembayaran PPh Final UMKM pada prinsipnya dilakukan 

secara mandiri oleh wajib pajak melalui sistem self assessment. Wajib pajak 

menghitung sendiri pajak terutang berdasarkan omzet usaha, kemudian 

melakukan pembayaran melalui sarana yang telah ditetapkan, seperti bank 

                                                           
13 Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak 

Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang 

Memiliki Peredaran Bruto Tertentu, Pasal 2. 
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persepsi atau sistem pembayaran elektronik. Setelah melakukan pembayaran, 

wajib pajak berkewajiban melaporkan pajak tersebut melalui Surat 

Pemberitahuan (SPT) sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Sistem perpajakan Indonesia menganut self-assessment system, yaitu 

sistem pemungutan pajak yang memberikan kepercayaan penuh kepada wajib 

pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang 

terutang. Dalam sistem ini, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor 

penentu keberhasilan pemungutan pajak. Apabila kesadaran dan kepatuhan 

wajib pajak rendah, maka potensi penerimaan pajak tidak dapat optimal
14

. 

Bagi UMKM, sistem self-assessment menuntut pemahaman perpajakan 

yang memadai serta kesadaran hukum yang tinggi. Namun, keterbatasan 

sumber daya dan pengetahuan perpajakan sering kali menjadi kendala dalam 

pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemerintah merancang kebijakan perpajakan 

yang lebih sederhana bagi UMKM guna mendorong kepatuhan sukarela. 

Mekanisme pelaporan pajak merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari kewajiban perpajakan. Pelaporan berfungsi sebagai sarana bagi wajib 

pajak untuk mempertanggungjawabkan perhitungan dan pembayaran pajak 

yang telah dilakukan. Dalam konteks PPh Final UMKM, pelaporan dapat 

dilakukan secara sederhana, seiring dengan karakteristik pajak yang berbasis 

omzet. Meskipun demikian, kepatuhan dalam pelaporan tetap menjadi aspek 

penting karena mencerminkan keteraturan administrasi wajib pajak. 

                                                           
14

 Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Terbaru, Yogyakarta: Andi Offset, 2019, hlm. 7-9. 
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Kepatuhan wajib pajak merupakan konsep sentral dalam kajian 

perpajakan. Nurmantu mendefinisikan kepatuhan wajib pajak sebagai suatu 

keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan 

melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.
15

 Kepatuhan tidak hanya berkaitan dengan 

tindakan membayar pajak, tetapi juga mencakup keseluruhan rangkaian 

kewajiban administratif. 

Lebih lanjut, kepatuhan wajib pajak dapat dibedakan menjadi 

kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal berkaitan dengan 

ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan administratif, seperti 

mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), 

menyampaikan SPT tepat waktu, serta melakukan pembayaran pajak sesuai 

dengan jadwal yang ditetapkan. Kepatuhan material berkaitan dengan 

kebenaran substansi pelaporan pajak, yaitu apakah jumlah pajak yang 

dilaporkan dan dibayarkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
16

 

Dalam konteks UMKM, kedua jenis kepatuhan tersebut memiliki 

relevansi yang sama pentingnya. UMKM yang telah memiliki NPWP dan 

rutin melaporkan pajak, tetapi tidak menghitung pajak sesuai dengan omzet 

yang sebenarnya, belum dapat dikatakan memiliki kepatuhan material. 

Sebaliknya, UMKM yang menghitung pajak dengan benar, tetapi tidak 

melaporkan atau membayar tepat waktu, juga belum dapat dikategorikan 

                                                           
15 Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan, Jakarta: Granit, 2010, hlm. 148. 
16 Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan, Jakarta: Granit, 2010, hlm. 149. 
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patuh secara formal. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak UMKM harus 

dipahami secara utuh, mencakup aspek formal dan material. 

Tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh berbagai 

faktor. Salah satu faktor utama adalah tingkat pemahaman perpajakan. Pelaku 

UMKM yang memahami ketentuan perpajakan, termasuk tata cara 

perhitungan, pembayaran, dan pelaporan pajak, cenderung lebih patuh 

dibandingkan dengan mereka yang memiliki pemahaman terbatas. 

Pemahaman ini dapat diperoleh melalui pendidikan formal, sosialisasi dari 

instansi pajak, maupun pengalaman pribadi dalam berinteraksi dengan sistem 

perpajakan. 

Faktor lain yang memengaruhi kepatuhan adalah kesadaran pajak. 

Kesadaran pajak mencerminkan sikap mental wajib pajak terhadap pajak 

sebagai kewajiban yang harus dipenuhi demi kepentingan bersama. Rahayu 

menyatakan bahwa kepatuhan wajib pajak yang bersifat sukarela tumbuh dari 

kesadaran bahwa pajak memiliki peran penting dalam pembiayaan negara dan 

pembangunan.
17

 Dalam konteks UMKM, kesadaran pajak dapat berkembang 

seiring dengan meningkatnya pemahaman tentang manfaat pajak bagi 

masyarakat dan negara. 

Kualitas pelayanan perpajakan juga berpengaruh terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak. Pelayanan yang ramah, cepat, dan transparan dapat 

meningkatkan kepercayaan wajib pajak terhadap otoritas pajak, sehingga 

mendorong kepatuhan. Sebaliknya, pelayanan yang rumit dan tidak jelas dapat 

                                                           
17 Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2017, hlm. 136-138. 
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menimbulkan persepsi negatif dan menurunkan minat wajib pajak untuk 

memenuhi kewajibannya. 

Selain itu, faktor ekonomi juga memengaruhi kepatuhan wajib pajak 

UMKM. Kondisi keuangan usaha yang stabil memungkinkan pelaku UMKM 

untuk menyisihkan sebagian pendapatannya guna membayar pajak. 

Sebaliknya, UMKM yang menghadapi tekanan ekonomi cenderung 

memprioritaskan kebutuhan operasional usaha dibandingkan kewajiban pajak. 

Oleh karena itu, kebijakan tarif rendah seperti PPh Final UMKM sebesar 0,5 

persen merupakan bentuk upaya pemerintah untuk menyesuaikan beban pajak 

dengan kemampuan UMKM. 

Faktor lingkungan sosial juga memiliki peran dalam membentuk 

perilaku kepatuhan wajib pajak. Lingkungan usaha yang menjunjung tinggi 

kepatuhan terhadap aturan cenderung mendorong pelaku UMKM untuk 

bersikap patuh. Sebaliknya, lingkungan yang permisif terhadap pelanggaran 

aturan dapat melemahkan motivasi untuk patuh. 

Berdasarkan uraian tersebut, pajak UMKM dalam penelitian ini 

dipahami sebagai keseluruhan konsep, kebijakan, dan praktik perpajakan yang 

melekat pada UMKM, khususnya terkait dengan PPh Final UMKM.  

 

C. Indikator dan Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

Kepatuhan wajib pajak secara konseptual dimaknai sebagai keadaan di 

mana wajib pajak melaksanakan seluruh kewajiban perpajakan dan memenuhi 

hak perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Dalam sistem perpajakan Indonesia yang menganut self 
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assessment system, tingkat kepatuhan wajib pajak menjadi faktor determinan 

dalam optimalisasi penerimaan negara. Menurut Siti Resmi, kepatuhan wajib 

pajak adalah perilaku wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan 

secara sukarela sesuai dengan ketentuan yang berlaku tanpa perlu adanya 

tindakan penegakan hukum terlebih dahulu.
18

 

Sementara itu, Safri Nurmantu mendefinisikan kepatuhan pajak 

sebagai kondisi di mana wajib pajak memenuhi kewajiban formal dan material 

sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan.
19

 

Berdasarkan definisi tersebut, dapat dipahami bahwa kepatuhan wajib 

pajak memiliki dua dimensi utama, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan 

material, yang keduanya relevan dalam konteks UMKM sebagai subjek pajak. 

1. Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

Secara normatif, kriteria kepatuhan wajib pajak mengacu pada 

ketentuan dalam peraturan perpajakan serta indikator administratif yang 

ditetapkan oleh otoritas pajak. Dalam konteks UMKM, khususnya yang 

dikenai Pajak Penghasilan Final berdasarkan omzet (sebagaimana diatur 

dalam PP 23 Tahun 2018), kriteria kepatuhan dapat diklasifikasikan 

sebagai berikut: 

a. Kepatuhan Formal 

Kepatuhan formal adalah kepatuhan yang berkaitan dengan 

pemenuhan kewajiban administratif perpajakan sesuai batas waktu dan 

prosedur yang ditetapkan.³ 

                                                           
18 Siti Resmi, Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 10 (Jakarta: Salemba Empat, 2019), hlm. 

11. 
19 Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 148. 
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Kriteria kepatuhan formal meliputi: 

1) Terdaftar sebagai Wajib Pajak 

UMKM memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

sebagai identitas resmi dalam sistem administrasi perpajakan. 

2) Ketepatan Waktu Penyampaian SPT 

Wajib pajak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) 

Masa maupun Tahunan sesuai batas waktu yang ditentukan. 

3) Ketepatan Waktu Pembayaran Pajak 

Pajak terutang dibayarkan sebelum atau pada saat jatuh 

tempo. 

4) Tidak Memiliki Tunggakan Pajak 

Tidak terdapat utang pajak yang belum diselesaikan, 

kecuali telah memperoleh persetujuan angsuran atau penundaan 

pembayaran. 

Menurut Erly Suandy, kepatuhan formal tercermin dari 

ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban administratif 

tanpa harus dilakukan tindakan pemeriksaan atau penagihan.
20

 

b. Kepatuhan Material 

Kepatuhan material berkaitan dengan kebenaran substansi 

pelaporan dan pembayaran pajak sesuai dengan keadaan yang 

sebenarnya. Kriteria kepatuhan material meliputi: 

 

                                                           
20 Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 148.  
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1) Kebenaran Perhitungan Pajak 

Perhitungan pajak dilakukan sesuai tarif dan dasar 

pengenaan pajak yang berlaku. 

2) Kesesuaian Pelaporan dengan Kondisi Riil Usaha 

Omzet atau penghasilan bruto yang dilaporkan 

mencerminkan kondisi usaha yang sebenarnya. 

3) Kejujuran dalam Pengungkapan Data 

Tidak terdapat manipulasi data, penggelapan omzet, atau 

praktik penghindaran pajak yang melanggar hukum. 

4) Kepatuhan terhadap Ketentuan Pembukuan atau Pencatatan 

UMKM menyelenggarakan pencatatan atau pembukuan 

sesuai ketentuan yang berlaku. 

Menurut Gunadi, kepatuhan material menekankan pada aspek 

substansi kewajiban pajak, yaitu kesesuaian antara yang dilaporkan 

dengan kondisi ekonomi sebenarnya.
21

 

2. Indikator Kepatuhan Wajib Pajak UMKM 

Dalam penelitian empiris, kepatuhan wajib pajak UMKM perlu 

dioperasionalkan ke dalam indikator yang dapat diukur. Berdasarkan 

sintesis teori dan penelitian terdahulu, indikator kepatuhan wajib pajak 

UMKM dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Indikator Administratif 

1) Kepemilikan NPWP 

                                                           
21 Erly Suandy, Hukum Pajak (Jakarta: Salemba Empat, 2016), hlm. 132. 
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2) Kepatuhan menyampaikan SPT tepat waktu 

3) Kepatuhan membayar pajak sebelum jatuh tempo 

4) Tidak adanya sanksi administrasi yang berulang 

Indikator ini menunjukkan kepatuhan formal yang dapat 

diverifikasi melalui data administrasi perpajakan. 

b.  Indikator Substantif 

1) Ketepatan dalam menghitung besaran pajak terutang 

2) Konsistensi antara omzet yang dilaporkan dan transaksi usaha 

3) Tidak adanya koreksi signifikan hasil pemeriksaan pajak 

Indikator ini mencerminkan kepatuhan material. 

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa kriteria 

kepatuhan wajib pajak UMKM dalam penelitian ini mencakup dua 

dimensi utama, yaitu kepatuhan Formal (administratif) dan kepatuhan 

Material (substantif). Kedua dimensi tersebut kemudian dioperasionalkan 

ke dalam indikator administratif, substantif, dan perilaku untuk 

memudahkan pengukuran dalam penelitian lapangan. 

Dalam konteks penelitian mengenai UMKM, kepatuhan pajak 

tidak hanya merefleksikan ketaatan hukum, tetapi juga menjadi indikator 

kredibilitas usaha di mata pemerintah dan pihak eksternal, seperti lembaga 

keuangan dan mitra bisnis. 

 

D. Kredibilitas Usaha UMKM 

Kredibilitas usaha merupakan salah satu prasyarat penting bagi 

keberlangsungan dan pertumbuhan suatu entitas bisnis, termasuk Usaha 
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Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Dalam konteks ekonomi modern yang 

semakin menuntut transparansi dan akuntabilitas, kredibilitas tidak hanya 

ditentukan oleh kualitas produk atau kemampuan menghasilkan laba, tetapi 

juga oleh kepatuhan pelaku usaha terhadap norma hukum dan peraturan yang 

berlaku. Salah satu bentuk kepatuhan hukum yang memiliki posisi strategis 

adalah kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Pajak bukan 

semata-mata dipahami sebagai beban finansial, melainkan sebagai manifestasi 

tanggung jawab warga negara dan pelaku usaha terhadap pembangunan 

nasional. 

UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional memiliki 

karakteristik yang berbeda dengan perusahaan besar, baik dari segi skala 

usaha, kapasitas manajerial, maupun tingkat formalitas administrasi. 

Meskipun demikian, tuntutan terhadap kredibilitas UMKM semakin 

meningkat, seiring dengan meningkatnya kebutuhan akan akses pembiayaan, 

kemitraan usaha, serta keterlibatan UMKM dalam rantai pasok formal. Dalam 

konteks ini, kepatuhan pajak menjadi salah satu indikator yang dapat 

digunakan untuk menilai sejauh mana UMKM memiliki tata kelola usaha 

yang baik (good governance), serta sejauh mana UMKM mampu 

menunjukkan dirinya sebagai entitas usaha yang dapat dipercaya. 

Dengan demikian, pembahasan mengenai kepatuhan pajak sebagai 

cerminan kredibilitas usaha UMKM perlu diawali dengan pemahaman yang 

komprehensif mengenai konsep kredibilitas usaha, dilanjutkan dengan dimensi 

dan indikator kredibilitas UMKM, posisi kepatuhan pajak sebagai indikator 
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kredibilitas, hubungan teoritis antara kepatuhan pajak dan kepercayaan pihak 

eksternal, serta peran pemerintah daerah dalam menilai dan membangun 

kredibilitas UMKM. 

1. Pengertian Kredibilitas Usaha 

Secara konseptual, kredibilitas merujuk pada tingkat kepercayaan 

yang diberikan oleh pihak lain terhadap suatu individu atau organisasi 

berdasarkan persepsi atas kejujuran, kompetensi, dan konsistensi perilaku. 

Dalam konteks bisnis, kredibilitas usaha dapat diartikan sebagai tingkat 

keyakinan pemangku kepentingan bahwa suatu entitas usaha mampu dan 

bersedia menjalankan aktivitas bisnisnya secara bertanggung jawab, 

transparan, dan sesuai dengan norma yang berlaku. 

Kotler dan Keller menjelaskan bahwa kredibilitas perusahaan 

berkaitan erat dengan persepsi publik terhadap kemampuan (competence), 

keandalan (reliability), dan integritas perusahaan dalam memenuhi janji 

dan kewajibannya kepada pihak lain.
22

 Kredibilitas tidak terbentuk secara 

instan, melainkan merupakan akumulasi dari pengalaman dan interaksi 

jangka panjang antara perusahaan dengan para pemangku kepentingannya. 

Dalam konteks UMKM, kredibilitas usaha memiliki makna yang 

lebih luas, karena UMKM umumnya beroperasi dalam lingkungan yang 

penuh keterbatasan, baik dari segi modal, sumber daya manusia, maupun 

sistem administrasi. Oleh karena itu, kredibilitas UMKM sering kali 

diukur dari sejauh mana pelaku usaha mampu menunjukkan kesungguhan 

                                                           
22 Philip Kotler & Kevin Lane Keller, Manajemen Pemasaran, Edisi 13, Jilid 1, Jakarta: 

Erlangga, 2016, hlm. 312 
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dalam mengelola usaha secara profesional, meskipun dalam skala yang 

relatif kecil. 

Sutrisno menyatakan bahwa kredibilitas usaha kecil dapat dilihat 

dari kemampuan pelaku usaha dalam menjaga reputasi, memenuhi 

kewajiban kepada pihak ketiga, serta menunjukkan konsistensi dalam 

menjalankan usaha.
23

 Pemenuhan kewajiban tersebut mencakup kewajiban 

kepada pemasok, konsumen, karyawan, lembaga keuangan, dan negara. 

Dengan demikian, kredibilitas usaha UMKM memiliki dimensi ekonomi 

sekaligus dimensi hukum. 

Kredibilitas juga berkaitan erat dengan konsep kepercayaan (trust). 

Fukuyama memandang kepercayaan sebagai modal sosial yang 

mempermudah terjadinya kerja sama dan pertukaran ekonomi.
24

 Dalam 

konteks UMKM, kepercayaan dari pihak eksternal menjadi modal yang 

sangat berharga karena dapat membuka akses terhadap sumber daya yang 

sebelumnya sulit dijangkau, seperti kredit perbankan dan kemitraan usaha. 

Dari uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa kredibilitas usaha 

UMKM merupakan persepsi positif pihak eksternal terhadap integritas, 

kemampuan, dan kepatuhan pelaku UMKM dalam menjalankan usahanya 

sesuai dengan ketentuan hukum dan norma yang berlaku. 

 

 

                                                           
23 Sutrisno, Manajemen Keuangan Teori, Konsep, dan Aplikasi, Yogyakarta: Ekonisia, 

2017, hlm. 45. 
24 Francis Fukuyama, Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity, New York: 

Free Press, 1995, hlm. 26. 
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2. Dimensi dan Indikator Kredibilitas UMKM 

Kredibilitas usaha UMKM tidak dapat diukur hanya dengan satu 

indikator tunggal, melainkan melalui sejumlah dimensi yang saling 

berkaitan. Dimensi-dimensi tersebut mencerminkan berbagai aspek 

pengelolaan usaha yang secara bersama-sama membentuk persepsi 

kredibilitas. 

Salah satu dimensi utama kredibilitas UMKM adalah dimensi 

legalitas dan kepatuhan hukum. Legalitas usaha mencakup kepemilikan 

izin usaha, pendaftaran sebagai wajib pajak, serta kepatuhan terhadap 

peraturan perundang-undangan yang berlaku. Mardiasmo menegaskan 

bahwa kepatuhan terhadap peraturan perpajakan merupakan bagian dari 

kepatuhan hukum yang menunjukkan kesadaran wajib pajak terhadap 

kewajiban kenegaraannya.
25

 UMKM yang memiliki legalitas jelas dan 

patuh terhadap peraturan cenderung dipersepsikan lebih kredibel 

dibandingkan UMKM yang beroperasi secara informal. 

Dimensi kedua adalah transparansi dan akuntabilitas keuangan. 

Transparansi berkaitan dengan keterbukaan pelaku usaha dalam 

menyajikan informasi keuangan, sedangkan akuntabilitas berkaitan dengan 

kemampuan mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya usaha. 

UMKM yang memiliki pencatatan keuangan, meskipun sederhana, 

menunjukkan adanya keseriusan dalam mengelola usaha secara 

profesional. Menurut Harahap, laporan keuangan berfungsi sebagai alat 

                                                           
25 Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Terbaru, Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 3. 
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pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak yang 

berkepentingan.
26 

Dimensi ketiga adalah konsistensi kinerja usaha. Konsistensi 

kinerja mencerminkan stabilitas operasional dan kemampuan UMKM 

dalam mempertahankan kualitas produk atau jasa. UMKM yang mampu 

bertahan dan berkembang dalam jangka waktu tertentu umumnya 

dipersepsikan lebih kredibel dibandingkan usaha yang sering mengalami 

fluktuasi ekstrem atau berhenti beroperasi. 

Dimensi keempat adalah reputasi dan hubungan dengan pihak 

eksternal. Reputasi dibentuk melalui pengalaman pihak lain dalam 

berinteraksi dengan UMKM, baik sebagai konsumen, pemasok, maupun 

mitra usaha. Reputasi yang baik memperkuat kredibilitas karena 

mencerminkan adanya kepuasan dan kepercayaan dari pihak eksternal. 

Dari keempat dimensi tersebut, dapat dirumuskan sejumlah 

indikator kredibilitas UMKM, antara lain: kepemilikan izin usaha dan 

NPWP, kepatuhan pelaporan pajak, ketersediaan pencatatan keuangan, 

stabilitas usaha, serta kemampuan menjalin hubungan usaha yang 

berkelanjutan. Kepatuhan pajak, dalam konteks ini, menempati posisi 

strategis karena berkaitan langsung dengan dimensi legalitas, transparansi, 

dan akuntabilitas. 

 

 

                                                           
26 Sofyan Syafri Harahap, Analisis Kritis atas Laporan Keuangan, Jakarta: Rajawali Pers, 

2016, hlm.5. 



37 
 

 
 

3. Kepatuhan Pajak sebagai Indikator Kredibilitas Usaha 

Kepatuhan pajak didefinisikan sebagai keadaan di mana wajib 

pajak memenuhi seluruh kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak 

perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan.
27

Kepatuhan ini mencakup aspek formal dan material. 

Kepatuhan formal berkaitan dengan ketepatan waktu penyampaian SPT 

dan pembayaran pajak, sedangkan kepatuhan material berkaitan dengan 

kebenaran perhitungan dan pelaporan pajak. 

Bagi UMKM, kepatuhan pajak memiliki makna yang lebih luas 

dari sekadar pemenuhan kewajiban fiskal. Kepatuhan pajak mencerminkan 

adanya kesadaran hukum, kemampuan administratif, serta komitmen 

terhadap tata kelola usaha yang baik. UMKM yang patuh pajak 

menunjukkan bahwa usaha tersebut tidak hanya berorientasi pada 

keuntungan jangka pendek, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan 

usaha dalam jangka panjang. 

Devano dan Rahayu menyatakan bahwa tingkat kepatuhan pajak 

dipengaruhi oleh pemahaman wajib pajak terhadap peraturan, persepsi 

terhadap sistem perpajakan, serta kesadaran akan fungsi pajak bagi 

negara.
28

 Dalam konteks UMKM, pemahaman dan kesadaran ini sekaligus 

mencerminkan tingkat profesionalisme pelaku usaha. 

Kepatuhan pajak dapat dipandang sebagai indikator kredibilitas 

usaha karena beberapa alasan. Pertama, kepatuhan pajak menunjukkan 

                                                           
27 Waluyo, Perpajakan Indonesia, Jakarta: Salemba Empat, 2017, hlm. 22. 
28 Sony Devano & Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan: Konsep, Teori, dan Isu, Jakarta: 

Kencana, 2016, hlm. 110. 
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bahwa UMKM telah masuk dalam sistem ekonomi formal. Formalisasi 

usaha merupakan langkah penting dalam membangun kredibilitas karena 

memungkinkan usaha tersebut diakui secara hukum. 

Kedua, kepatuhan pajak mencerminkan adanya pencatatan 

transaksi dan pendapatan, karena perhitungan pajak memerlukan data 

keuangan tertentu. Dengan demikian, UMKM yang patuh pajak 

diasumsikan memiliki sistem administrasi yang lebih tertata. 

Ketiga, kepatuhan pajak menunjukkan kesediaan pelaku usaha 

untuk tunduk pada aturan yang berlaku, yang pada gilirannya membangun 

kepercayaan pihak eksternal. UMKM yang tidak patuh pajak cenderung 

dipersepsikan memiliki risiko hukum dan reputasi yang lebih tinggi. Oleh 

karena itu, kepatuhan pajak dapat diposisikan sebagai indikator 

operasional yang dapat diamati untuk menilai kredibilitas usaha UMKM. 

4. Hubungan Teoritis antara Kepatuhan Pajak dan Kepercayaan Pihak 

Eksternal 

Hubungan antara kepatuhan pajak dan kepercayaan pihak eksternal 

dapat dijelaskan melalui beberapa pendekatan teoretis. Salah satunya 

adalah Theory of Planned Behavior yang menyatakan bahwa perilaku 

individu dipengaruhi oleh sikap, norma subjektif, dan persepsi kontrol 

perilaku.
29

 Dalam konteks perpajakan, sikap positif terhadap pajak, 

tekanan sosial untuk patuh, serta kemudahan sistem perpajakan akan 

mendorong perilaku patuh. 

                                                           
29 Icek Ajzen, Attitudes, Personality, and Behavior, New York: McGraw-Hill, 2005, hlm. 

118. 
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UMKM yang menunjukkan perilaku patuh pajak mengirimkan 

sinyal positif kepada pihak eksternal mengenai sikap dan nilai yang dianut 

oleh pelaku usaha. Hal ini sejalan dengan Signaling Theory, yang 

menyatakan bahwa pihak internal dapat mengirimkan sinyal kepada pihak 

eksternal mengenai kualitas atau karakteristik tertentu melalui tindakan 

yang dapat diamati.
30

 Kepatuhan pajak berfungsi sebagai sinyal bahwa 

UMKM memiliki integritas dan komitmen terhadap aturan. 

Kepercayaan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan, sangat 

dipengaruhi oleh persepsi risiko. UMKM yang patuh pajak dianggap 

memiliki risiko hukum yang lebih rendah dan lebih mudah diawasi, 

sehingga lebih layak untuk menerima pembiayaan. Kasmir menjelaskan 

bahwa salah satu aspek penilaian kelayakan kredit adalah karakter dan 

kepatuhan calon debitur terhadap kewajiban-kewajiban sebelumnya.
31 

Selain lembaga keuangan, konsumen dan mitra usaha juga 

cenderung lebih percaya kepada UMKM yang beroperasi secara legal dan 

patuh hukum. Kepercayaan ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan 

dan membuka peluang kerja sama jangka panjang. 

Dengan demikian, secara teoretis, kepatuhan pajak berperan 

sebagai mekanisme pembangun kepercayaan yang memperkuat 

kredibilitas UMKM di mata pihak eksternal. 

 

                                                           
30  Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 84 
31 Kasmir, Analisis Laporan Keuangan, Jakarta: Rajawali Pers, 2018, hlm. 89. 
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5. Peran Pemerintah Daerah (BPPD) dalam Menilai dan Membangun 

Kredibilitas UMKM 

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam membangun 

ekosistem UMKM yang kredibel dan patuh pajak. Salah satu peran utama 

adalah melalui fungsi edukasi dan sosialisasi perpajakan. Mardiasmo 

menekankan bahwa penyuluhan perpajakan merupakan instrumen penting 

dalam meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.
32

 

Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) atau 

instansi sejenis dapat menyelenggarakan pelatihan, pendampingan, dan 

bimbingan teknis bagi UMKM terkait pencatatan keuangan dan pelaporan 

pajak. Pendampingan ini tidak hanya meningkatkan kepatuhan pajak, 

tetapi juga membantu UMKM membangun sistem administrasi yang lebih 

tertata. 

Selain itu, pemerintah daerah dapat memanfaatkan data kepatuhan 

pajak sebagai salah satu basis penilaian kredibilitas UMKM, misalnya 

dalam pemberian bantuan, fasilitasi pembiayaan, atau program 

pengembangan usaha. UMKM yang memiliki rekam jejak kepatuhan pajak 

dapat diprioritaskan sebagai bentuk insentif nonfiskal. 

Pemerintah daerah juga berperan dalam membangun integrasi data 

antara perizinan usaha, perpajakan, dan program pembinaan UMKM. 

Integrasi ini memudahkan monitoring dan evaluasi, sekaligus mendorong 

UMKM untuk masuk ke sektor formal. Melalui peran tersebut, pemerintah 

                                                           
32 Mardiasmo, Perpajakan, Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 35. 
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daerah tidak hanya bertindak sebagai regulator, tetapi juga sebagai 

fasilitator pembangunan kredibilitas UMKM. 

Secara keseluruhan, kepatuhan pajak dapat dipahami sebagai salah 

satu indikator penting dalam menilai kredibilitas usaha UMKM. 

Kepatuhan pajak mencerminkan kesadaran hukum, kemampuan 

administratif, dan komitmen pelaku UMKM terhadap tata kelola usaha 

yang baik. Kepatuhan ini berkontribusi dalam membangun kepercayaan 

pihak eksternal, yang pada gilirannya memperkuat posisi UMKM dalam 

sistem ekonomi formal. Dengan dukungan pemerintah daerah melalui 

edukasi, pendampingan, dan fasilitasi, kepatuhan pajak dapat ditingkatkan 

sehingga kredibilitas UMKM semakin kuat dan berkelanjutan. 



 
 

 
 

BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini 

bertujuan untuk memahami dan menganalisis secara mendalam fenomena 

kepatuhan pajak UMKM restoran serta keterkaitannya dengan kredibilitas 

usaha berdasarkan kondisi nyata di lapangan. Penelitian kualitatif 

menekankan pada pemahaman makna, proses, dan konteks sosial dari 

suatu fenomena, bukan pada pengukuran kuantitatif atau pengujian 

hipotesis secara statistik. 

Menurut Moleong, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang 

bertujuan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian secara holistik, melalui deskripsi dalam bentuk kata-kata 

dan bahasa pada suatu konteks alamiah
1
. Dalam konteks penelitian ini, 

fenomena yang dikaji adalah praktik kepatuhan pajak UMKM restoran 

dalam memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan Final UMKM serta 

bagaimana kepatuhan tersebut mencerminkan kredibilitas usaha. 

Pemilihan jenis penelitian kualitatif dinilai tepat karena kepatuhan 

pajak UMKM tidak hanya berkaitan dengan aspek administratif, tetapi 

                                                           
1 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2019, hlm. 6-7. 
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juga dipengaruhi oleh pemahaman, sikap, dan kesadaran pelaku usaha 

terhadap kewajiban perpajakan. Aspek-aspek tersebut lebih efektif dikaji 

melalui pendekatan kualitatif yang memungkinkan peneliti menggali 

informasi secara mendalam. 

2. Sifat Penelitian 

Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk 

menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai fenomena yang 

diteliti sebagaimana adanya, tanpa melakukan manipulasi terhadap 

variabel penelitian. Dalam penelitian ini, tipe deskriptif digunakan untuk 

menggambarkan kondisi kepatuhan pajak UMKM restoran di Kota Metro 

serta menjelaskan keterkaitannya dengan kredibilitas usaha. 

Sugiyono menyatakan bahwa penelitian deskriptif digunakan untuk 

meneliti kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai 

instrumen kunci dan hasil penelitian lebih menekankan makna daripada 

generalisasi
2
. Melalui tipe penelitian ini, peneliti berupaya menyajikan 

gambaran yang jelas mengenai praktik kepatuhan pajak UMKM restoran 

berdasarkan data yang diperoleh dari lapangan. 

Selain itu, penelitian ini juga termasuk dalam kategori penelitian 

lapangan (field research), karena data utama diperoleh secara langsung 

dari informan di lokasi penelitian. Penelitian lapangan memungkinkan 

peneliti memperoleh data yang aktual, kontekstual, dan sesuai dengan 

                                                           
2 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 9-11. 
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kondisi riil UMKM restoran di Kota Metro
3
. Dengan demikian, tipe 

penelitian deskriptif kualitatif berbasis penelitian lapangan dinilai sesuai 

untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. 

 

B. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan 

data sekunder. Pengelompokan sumber data ini bertujuan untuk memperoleh 

informasi yang komprehensif dan saling melengkapi dalam menganalisis 

kepatuhan pajak UMKM restoran serta kaitannya dengan kredibilitas usaha di 

Kota Metro. 

1. Data Primer 

Data primer merupakan data utama yang diperoleh secara langsung 

dari sumber pertama di lapangan. Data primer dalam penelitian ini 

diperoleh melalui wawancara dan observasi terhadap pelaku UMKM 

restoran di Kota Metro. Data ini mencakup informasi mengenai 

pemahaman pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan, praktik 

kepatuhan pajak yang dijalankan, serta pandangan mereka terkait pengaruh 

kepatuhan pajak terhadap kredibilitas usaha. 

Menurut Sugiyono, data primer adalah sumber data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data melalui proses penelitian di 

lapangan. Data primer dipilih karena mampu memberikan gambaran nyata 

                                                           
3 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 

68-70. 
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dan kontekstual mengenai perilaku kepatuhan pajak UMKM restoran 

sesuai dengan kondisi aktual yang dihadapi oleh pelaku usaha. 

Pengumpulan data primer dilakukan dengan teknik wawancara 

terstruktur dan pencatatan usaha responden. Adapun teknik sampling yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling, yaitu teknik 

penentuan sampel berdasarkan pertimbangan tertentu sesuai dengan tujuan 

penelitian. Sampel dipilih dengan kriteria: (1) pelaku UMKM yang 

bergerak di bidang restoran di Kota Metro, (2) telah memiliki NPWP dan 

terdaftar sebagai wajib pajak, (3) telah menjalankan usaha minimal satu 

tahun, dan (4) termasuk subjek PPh Final UMKM sesuai ketentuan yang 

berlaku dan (5) memiliki omzet kurang dari Rp. 20.000.000,- per bulan. 

Dengan demikian, data primer dalam penelitian ini berfungsi 

sebagai sumber utama untuk menggali informasi secara mendalam 

mengenai praktik kepatuhan pajak UMKM restoran serta relevansinya 

terhadap pembentukan kredibilitas usaha. Data yang diperoleh diharapkan 

mampu mencerminkan kondisi riil kepatuhan pajak UMKM restoran di 

Kota Metro secara objektif dan kontekstual. 

2. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh tidak 

secara langsung dari objek penelitian, tetapi melalui sumber-sumber 

tertulis dan dokumentasi yang relevan. Data sekunder dalam penelitian ini 

meliputi: 
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a. Peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, khususnya yang 

mengatur Pajak Penghasilan Final UMKM. 

b. Buku teks dan literatur ilmiah yang membahas UMKM, kepatuhan 

pajak, sistem perpajakan self-assessment, serta kredibilitas usaha. 

c. Jurnal ilmiah, skripsi, dan tesis yang relevan dengan topik penelitian. 

d. Data dan publikasi resmi dari instansi pemerintah, seperti Direktorat 

Jenderal Pajak dan Kementerian Koperasi dan UKM. 

Moleong menjelaskan bahwa data sekunder digunakan untuk 

melengkapi dan memperkuat data primer, serta membantu peneliti 

memahami konteks dan landasan teoritis penelitian
4
. Dalam penelitian ini, 

data sekunder berfungsi sebagai dasar konseptual dan pembanding 

terhadap data primer yang diperoleh dari lapangan.  

 

C. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang sangat penting 

dalam penelitian karena menentukan kualitas dan keakuratan data yang 

diperoleh. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data disesuaikan dengan 

jenis dan tipe penelitian yang digunakan, yaitu penelitian kualitatif deskriptif 

dengan pendekatan studi kasus. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data 

yang digunakan meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

 

 

                                                           
4 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2019, hlm. 157-158. 
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1. Metode Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data utama dalam 

penelitian ini. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur kepada pelaku 

UMKM restoran di Kota Metro dan pegawai BPPRD kota Metro sebagai 

informan penelitian. Teknik wawancara semi-terstruktur dipilih karena 

memberikan keleluasaan kepada peneliti untuk mengembangkan 

pertanyaan sesuai dengan kondisi di lapangan, namun tetap berpedoman 

pada pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya. 

Melalui wawancara, peneliti menggali informasi mengenai 

pemahaman pelaku UMKM restoran terhadap kewajiban perpajakan, 

praktik kepatuhan pajak yang dijalankan, kendala yang dihadapi dalam 

pemenuhan kewajiban pajak, serta pandangan informan mengenai 

hubungan antara kepatuhan pajak dan kredibilitas usaha. Teknik ini 

memungkinkan peneliti memperoleh data yang mendalam dan kaya akan 

makna, sesuai dengan tujuan penelitian kualitatif
5
. 

2. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data 

pendukung yang relevan dengan penelitian. Dokumentasi dalam penelitian 

ini meliputi dokumen-dokumen yang berkaitan dengan usaha dan 

perpajakan UMKM restoran, seperti catatan keuangan sederhana, bukti 

pembayaran pajak, serta dokumen administrasi usaha lainnya yang dapat 

diakses oleh peneliti. 

                                                           
5 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2019, hlm. 186-187. 
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Selain itu, dokumentasi juga mencakup peraturan perundang-

undangan di bidang perpajakan, buku, jurnal ilmiah, serta laporan resmi 

dari instansi terkait yang mendukung pembahasan penelitian. Data 

dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap dan penguat data yang diperoleh 

melalui wawancara dan observasi
6
. 

 

D. Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan aspek penting dalam penelitian kualitatif 

untuk memastikan bahwa data dan temuan penelitian dapat dipercaya serta 

mencerminkan kondisi yang sebenarnya di lapangan. Dalam penelitian 

kualitatif, keabsahan data tidak diukur melalui uji statistik, melainkan melalui 

teknik-teknik tertentu yang bertujuan untuk menjamin kredibilitas dan 

ketepatan data yang diperoleh. 

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang digunakan adalah 

triangulasi, yang disesuaikan dengan karakteristik penelitian dan sumber data 

yang digunakan. 

1. Triangulasi 

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data tersebut sebagai pembanding. 

Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kepercayaan terhadap data 

dengan cara membandingkan dan mengecek kembali derajat kepercayaan 

suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda
7
. 

                                                           
6 Burhan Bungin, Penelitian Kualitatif, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017, hlm. 

121-123. 
7 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 168-169. 
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Menurut Moleong, triangulasi digunakan untuk mengecek 

kebenaran data dengan cara membandingkan data hasil wawancara dengan 

data hasil observasi maupun dokumentasi
8
. Dalam penelitian ini, 

triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh 

dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. 

Adapun bentuk triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini 

meliputi: 

a) Triangulasi Sumber 

Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan data yang 

diperoleh dari beberapa informan, yaitu pelaku UMKM restoran yang 

berbeda. Informasi mengenai kepatuhan pajak dan kredibilitas usaha 

yang diperoleh dari satu informan akan dibandingkan dengan 

informasi dari informan lainnya untuk memperoleh gambaran yang 

lebih objektif dan konsisten. 

b) Triangulasi Teknik 

Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data yang 

diperoleh melalui teknik pengumpulan data yang berbeda, yaitu 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data hasil wawancara 

mengenai praktik kepatuhan pajak, misalnya, akan dikonfirmasi 

dengan hasil observasi terhadap pencatatan usaha serta dokumen 

pendukung yang tersedia. 

                                                           
8 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2019, hlm. 330-332. 
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Melalui penerapan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, 

peneliti dapat mengurangi potensi bias subjektivitas dan meningkatkan 

tingkat kepercayaan terhadap data penelitian. Dengan demikian, hasil 

penelitian diharapkan mampu menggambarkan secara akurat kondisi 

kepatuhan pajak UMKM restoran serta kaitannya dengan kredibilitas 

usaha di Kota Metro. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan 

kualitatif, yaitu melalui proses pengolahan data yang bersifat deskriptif dan 

interpretatif. Data yang dianalisis berasal dari hasil wawancara mendalam, 

observasi lapangan, dan dokumentasi yang berkaitan dengan kepatuhan pajak 

serta kredibilitas UMKM restoran di Kota Metro. Proses analisis data tidak 

dilakukan setelah seluruh data terkumpul, melainkan berlangsung secara 

simultan sejak tahap awal pengumpulan data hingga penelitian berakhir. 

Pendekatan analisis data kualitatif digunakan untuk memahami makna, 

pola, serta hubungan antarfenomena yang muncul dari data lapangan. Dengan 

pendekatan ini, peneliti dapat menginterpretasikan bagaimana kepatuhan pajak 

dijalankan oleh pelaku UMKM restoran dan bagaimana praktik tersebut 

mencerminkan kredibilitas usaha secara nyata
9
. 

1. Tahap Pengelompokan dan Penyederhanaan Data 

Pada tahap awal analisis, peneliti melakukan pengelompokan data 

dengan cara memilah informasi yang diperoleh dari lapangan berdasarkan 

                                                           
9 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 134-135. 
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tingkat relevansinya dengan fokus penelitian. Data yang berkaitan 

langsung dengan pemahaman pajak, praktik pelaporan dan pembayaran 

pajak, serta pengelolaan administrasi usaha diklasifikasikan ke dalam 

kategori-kategori tematik. 

Proses ini bertujuan untuk menyederhanakan data mentah yang 

bersifat kompleks agar lebih terarah dan mudah dianalisis. Informasi yang 

tidak memiliki keterkaitan langsung dengan tujuan penelitian tidak 

dijadikan bahan analisis utama. Tahap ini membantu peneliti memusatkan 

perhatian pada aspek-aspek penting yang berkaitan dengan kepatuhan 

pajak dan kredibilitas UMKM restoran
10

. 

2. Tahap Penyusunan dan Penyajian Data 

Data yang telah dikelompokkan kemudian disusun secara 

sistematis dalam bentuk narasi deskriptif. Penyajian data dilakukan dengan 

menguraikan temuan lapangan secara runtut dan logis, disertai kutipan 

pernyataan informan yang relevan sebagai penguat analisis. Selain itu, data 

juga dapat disajikan dalam bentuk tabel sederhana untuk memperjelas 

perbandingan atau kecenderungan tertentu. 

Penyajian data bertujuan untuk memberikan gambaran yang 

komprehensif mengenai kondisi kepatuhan pajak UMKM restoran serta 

implikasinya terhadap kredibilitas usaha. Dengan penyajian data yang 

                                                           
10Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif, Bandung: Alfabeta, 2020, hlm. 134-135. 
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terstruktur, peneliti dapat mengidentifikasi pola dan hubungan 

antarvariabel penelitian secara lebih jelas
11

. 

3. Tahap Penafsiran dan Penarikan Kesimpulan 

Tahap akhir analisis data adalah penafsiran dan penarikan 

kesimpulan. Pada tahap ini, peneliti menghubungkan temuan lapangan 

dengan rumusan masalah dan landasan teori yang telah disusun 

sebelumnya. Kesimpulan tidak ditarik secara tergesa-gesa, melainkan 

melalui proses penafsiran yang cermat dan berulang untuk memastikan 

kesesuaian antara data, teori, dan konteks penelitian. 

Untuk menjaga ketepatan hasil penelitian, kesimpulan yang 

diperoleh terus diuji melalui proses pengecekan ulang data dan hasil 

triangulasi. Dengan demikian, kesimpulan yang dihasilkan diharapkan 

mampu menjawab tujuan penelitian secara valid dan dapat 

dipertanggungjawabkan secara akademik. 

                                                           
11 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2019, hlm. 248-249. 



 
 

 
 

BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Gambaran Umum Objek Penelitian 

Objek penelitian ini adalah pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) sektor restoran yang beroperasi di Kota Metro serta Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD) Kota Metro sebagai instansi 

pemerintah daerah yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan dan 

pengawasan pajak daerah. Pemilihan objek tersebut didasarkan pada peran 

strategis UMKM sebagai pilar perekonomian nasional yang berkontribusi 

besar terhadap penciptaan lapangan kerja dan pembentukan Produk Domestik 

Bruto (PDB).
1
 

Sektor restoran merupakan bagian dari subsektor perdagangan dan jasa 

yang berkaitan langsung dengan aktivitas konsumsi masyarakat sehari-hari. 

Karakteristik tersebut menyebabkan sektor ini memiliki potensi transaksi yang 

relatif stabil, sehingga menjadikannya sebagai salah satu basis penerimaan 

pajak yang penting, baik bagi pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. 

Dalam konteks perpajakan, UMKM restoran termasuk kelompok wajib pajak 

yang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Final berdasarkan ketentuan khusus 

bagi UMKM, yang bertujuan untuk memberikan kemudahan serta mendorong 

kepatuhan pajak.
2
 

                                                           
1 Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 

Perkembangan Data UMKM Nasional, Jakarta: Kemenkop UKM, 2022, hlm. 1. 
2 Badan Pusat Statistik, Statistik Indonesia 2023, Jakarta: BPS, 2023, hlm. 415. 



54 
 

 
 

Dengan demikian, kajian terhadap tingkat kepatuhan pajak UMKM 

restoran serta keterkaitannya dengan kredibilitas usaha menjadi relevan, 

karena kepatuhan pajak dapat mencerminkan tingkat kesadaran hukum, tata 

kelola usaha, dan profesionalisme pelaku UMKM.⁴sehingga berpotensi 

memberikan kontribusi yang signifikan terhadap penerimaan Pajak 

Penghasilan (PPh) Final UMKM. Selain itu, sektor restoran merupakan salah 

satu sektor unggulan dalam perkembangan UMKM di Kota Metro seiring 

dengan meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat dan perubahan pola 

konsumsi. 

UMKM restoran di Kota Metro pada umumnya dikelola secara 

mandiri oleh pemilik usaha dengan struktur organisasi yang sederhana dan 

berbasis usaha keluarga. Sebagian besar usaha berada pada skala mikro dan 

kecil, dengan keterbatasan modal, tenaga kerja, serta sistem pengelolaan usaha 

yang masih bersifat konvensional. Meskipun demikian, keberadaan UMKM 

restoran memiliki peran penting dalam mendukung perekonomian daerah, 

khususnya dalam menciptakan lapangan kerja dan memenuhi kebutuhan 

konsumsi masyarakat lokal. 

Dari sisi operasional, UMKM restoran di Kota Metro menjalankan 

kegiatan usaha dengan intensitas transaksi yang berlangsung setiap hari. 

Aktivitas tersebut mencerminkan adanya perputaran omzet yang relatif stabil. 

Namun, kondisi ini belum sepenuhnya diimbangi dengan penerapan sistem 

pencatatan keuangan yang tertib dan terstruktur. Sebagian pelaku UMKM 

restoran masih melakukan pencatatan keuangan secara sederhana, bahkan 
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tidak sedikit yang belum melakukan pencatatan secara sistematis. Kondisi ini 

berdampak pada keterbatasan pelaku usaha dalam mengetahui secara pasti 

jumlah omzet yang diperoleh, yang selanjutnya berimplikasi pada pemenuhan 

kewajiban perpajakan. 

Dalam konteks regulasi daerah, aktivitas usaha UMKM restoran di 

Kota Metro berada dalam kerangka kebijakan Pemerintah Kota Metro yang 

diatur melalui Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang 

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Peraturan daerah tersebut merupakan 

dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam mengatur dan mengelola pajak 

daerah serta retribusi daerah sebagai bagian dari Pendapatan Asli Daerah 

(PAD)
3
. Keberadaan Perda ini menegaskan komitmen pemerintah daerah 

dalam menciptakan tertib administrasi perpajakan dan meningkatkan 

kepatuhan pelaku usaha terhadap kewajiban fiskal. 

Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kota Metro disusun sebagai 

tindak lanjut dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan 

Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, yang 

mendorong pemerintah daerah untuk melakukan penyesuaian kebijakan pajak 

secara lebih efektif, transparan, dan berkeadilan
4
. Meskipun Pajak Penghasilan 

(PPh) Final UMKM merupakan pajak pusat, keberadaan regulasi pajak daerah 

tersebut tetap memiliki keterkaitan erat dengan perilaku kepatuhan pelaku 

                                                           
3 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah. 
4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah 

Pusat dan Pemerintahan Daerah. 



56 
 

 
 

UMKM secara keseluruhan, karena membentuk iklim kepatuhan dan 

kesadaran hukum di tingkat lokal. 

Sebagai subjek pajak, UMKM restoran di Kota Metro menunjukkan 

karakteristik yang beragam. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) 

merupakan salah satu indikator penting dalam menilai kepatuhan administratif 

wajib pajak, termasuk pelaku UMKM. NPWP berfungsi sebagai sarana 

administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal wajib pajak 

dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
5
 Kepemilikan NPWP 

menjadi langkah awal bagi pelaku usaha untuk dapat melaksanakan kewajiban 

perpajakan, khususnya dalam hal pembayaran dan pelaporan Pajak 

Penghasilan (PPh) Final UMKM sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap 107 pelaku 

UMKM restoran di wilayah Kota Metro, diperoleh data bahwa sebanyak 20 

pelaku UMKM atau sebesar 18,69% telah memiliki NPWP, sedangkan 

sebanyak 87 pelaku UMKM atau sebesar 81,31% belum memiliki NPWP.
6
 

Data ini menunjukkan bahwa tingkat kepemilikan NPWP di kalangan pelaku 

UMKM restoran di Kota Metro masih tergolong rendah. 

Rendahnya jumlah pelaku UMKM yang memiliki NPWP 

menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku usaha belum terdaftar secara resmi 

sebagai wajib pajak pada Direktorat Jenderal Pajak. Kondisi ini 

mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan administratif perpajakan di 

kalangan pelaku UMKM restoran masih belum optimal. Kepemilikan NPWP 

                                                           
5 Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Terbaru (Yogyakarta: Andi, 2023), hlm. 25. 
6 Hasil Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD 

Kota Metro, tanggal 12 Oktober 2025.  
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merupakan syarat utama bagi wajib pajak untuk dapat melaksanakan 

kewajiban perpajakan secara formal, termasuk dalam hal perhitungan, 

pembayaran, dan pelaporan pajak.
7
 Tanpa kepemilikan NPWP, pelaku usaha 

tidak dapat menjalankan kewajiban perpajakan secara penuh sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Selain itu, kepemilikan NPWP juga mencerminkan tingkat kesadaran 

dan kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang 

memiliki NPWP menunjukkan adanya kesediaan untuk terdaftar dalam sistem 

perpajakan nasional serta berpartisipasi dalam pembiayaan negara melalui 

pembayaran pajak.
8
 Sebaliknya, pelaku UMKM yang belum memiliki NPWP 

menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan dalam aspek kesadaran 

perpajakan, pemahaman terhadap kewajiban perpajakan, maupun persepsi 

terhadap pentingnya NPWP bagi kelangsungan usaha. 

Selain faktor pengetahuan, persepsi pelaku UMKM restoran dalam 

sistem perpajakan juga memengaruhi tingkat kepatuhan. Pajak dipersepsikan 

sebagai beban yang dapat mengurangi keuntungan usaha, terutama bagi 

UMKM dengan skala usaha yang relatif kecil. Persepsi tersebut diperkuat oleh 

keterbatasan akses informasi dan minimnya pendampingan teknis perpajakan, 

baik dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sehingga pelaku 

UMKM restoran cenderung bersikap pasif dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya. 

                                                           
7 Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Terbaru (Yogyakarta: Andi, 2023), hlm. 25.  
8 Siti Resmi, Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 11 (Jakarta: Salemba Empat, 2022), hlm. 

34.  
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Penelitian ini melibatkan dua kelompok informan utama, yaitu Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPD) Kota Metro dan pelaku Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sektor restoran. Pemilihan informan 

tersebut dilakukan secara purposif dengan mempertimbangkan keterkaitan 

langsung informan terhadap fokus penelitian, yakni kepatuhan wajib pajak 

dalam pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM serta 

implikasinya terhadap kredibilitas usaha UMKM restoran di Kota Metro. 

Informasi yang diperoleh dari pihak BPPD Kota Metro digunakan 

untuk menggambarkan aspek kebijakan, administrasi, serta pandangan 

institusional mengenai tingkat kepatuhan pajak UMKM restoran. Sementara 

itu, data dari pelaku UMKM restoran memberikan gambaran empiris 

mengenai praktik kepatuhan pajak yang dijalankan dalam kegiatan usaha 

sehari-hari. Dengan mengintegrasikan kedua perspektif tersebut, pembahasan 

dalam bab ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif dan 

sistematis sesuai dengan rumusan masalah penelitian. 

1. Profil Objek Penelitian 

a. Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD)  

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota 

Metro merupakan perangkat daerah yang memiliki kewenangan dalam 

pengelolaan pajak dan retribusi daerah sebagai salah satu sumber 

utama Pendapatan Asli Daerah (PAD). Keberadaan BPPRD tidak 

dapat dilepaskan dari kerangka desentralisasi fiskal, di mana 

pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sumber-
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sumber penerimaan daerah guna mendukung penyelenggaraan 

pemerintahan dan pembangunan daerah.
9
 

Dalam struktur kelembagaan BPPRD Kota Metro, fungsi 

pengingat dan pengawasan kewajiban perpajakan dilaksanakan oleh 

Bidang Penagihan dan Pengawasan Pajak Daerah. Bidang ini memiliki 

tanggung jawab untuk melakukan monitoring terhadap tingkat 

kepatuhan wajib pajak, menyampaikan himbauan, serta melakukan 

tindakan administratif apabila terjadi keterlambatan pembayaran atau 

pelaporan pajak. Selain itu, petugas pada bidang ini juga menjalankan 

fungsi pembinaan melalui komunikasi langsung dengan wajib pajak, 

baik dalam bentuk kunjungan lapangan maupun penyampaian 

informasi secara administratif. Peran tersebut merupakan bagian dari 

upaya pengawasan aktif yang bertujuan untuk memastikan wajib pajak 

memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang 

berlaku
10

. 

Dalam konteks penelitian ini, BPPRD Kota Metro diposisikan 

sebagai informan institusional yang memberikan gambaran empiris 

mengenai kondisi umum UMKM restoran dari perspektif otoritas 

pengelola pajak daerah. Meskipun Pajak Penghasilan (PPh) Final 

UMKM merupakan kewenangan pemerintah pusat, peran BPPRD 

tetap relevan dalam melakukan pendataan usaha, pembinaan kesadaran 

                                                           
9 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara 

Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 

tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. 
10 Hasil Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD 

Kota Metro, tanggal 12 Oktober 2025.  
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pajak, serta pelayanan perpajakan yang berkaitan dengan kewajiban 

pajak daerah. Fungsi tersebut sejalan dengan tugas perangkat daerah di 

bidang pengelolaan pajak daerah sebagaimana diatur dalam peraturan 

perundang-undangan.
11

 

Secara administratif, BPPRD Kota Metro berinteraksi langsung 

dengan pelaku UMKM restoran melalui kegiatan pendataan objek 

pajak daerah, pemungutan pajak daerah yang melekat pada kegiatan 

usaha restoran, serta pelaksanaan sosialisasi perpajakan. Interaksi ini 

menjadikan BPPRD memiliki gambaran mengenai tingkat formalitas 

usaha UMKM, termasuk keberadaan lokasi usaha tetap dan 

kepemilikan identitas perpajakan. Dari sudut pandang kelembagaan, 

tingkat formalitas tersebut merupakan prasyarat awal dalam 

membangun kepatuhan administratif wajib pajak. 

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari BPPRD, UMKM 

restoran di Kota Metro menunjukkan karakteristik yang beragam, baik 

dari sisi skala usaha maupun tingkat pemahaman terhadap kewajiban 

perpajakan. Sebagian pelaku usaha telah menunjukkan kesadaran 

administratif dalam memenuhi kewajiban perpajakan, sementara 

sebagian lainnya masih menghadapi kendala, terutama yang berkaitan 

dengan pemahaman regulasi dan keterbatasan pengelolaan administrasi 

usaha. Kondisi ini mencerminkan dinamika umum UMKM sebagai 

wajib pajak yang masih berada dalam proses peningkatan kepatuhan. 

                                                           
11 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan 

dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu. 
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Berdasarkan data dari Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi 

Daerah Kota Metro, tingkat kepatuhan wajib pajak restoran di Kota 

Metro menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2022, 

dari 173 restoran, sebanyak 95 restoran (54,91%) patuh dan 78 

restoran (45,09%) tidak patuh. Tahun 2023 meningkat menjadi 193 

restoran, dengan 110 restoran (57%) patuh dan 83 restoran (43%) tidak 

patuh. Pada tahun 2024, jumlah wajib pajak menurun menjadi 119 

restoran, namun tingkat kepatuhan meningkat signifikan menjadi 100 

restoran (84,03%) patuh dan 19 restoran (15,96%) tidak patuh. 

Selanjutnya pada tahun 2025, jumlah wajib pajak tercatat 107 restoran, 

dengan 75 restoran (70%) patuh dan 32 restoran (30%) tidak patuh. 

Data ini menunjukkan bahwa meskipun jumlah wajib pajak 

berfluktuasi, tingkat kepatuhan cenderung membaik dibandingkan 

tahun-tahun sebelumnya.
12

 

Kondisi tersebut menunjukkan adanya dinamika kepatuhan 

wajib pajak restoran di Kota Metro yang berimplikasi langsung 

terhadap penerimaan PAD sekaligus mencerminkan tingkat tanggung 

jawab dan profesionalisme pelaku UMKM.
13

 Kepatuhan dalam 

membayar pajak tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban 

administratif, tetapi juga menjadi indikator kredibilitas UMKM 

                                                           
12Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro. Data Wajib Pajak 

RestoranTahun 2022-2024. Kota Metro. 
13 Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Metro. Data Wajib Pajak 

Restoran Tahun 2022-2024. Kota Metro. 
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restoran dalam menjalankan usahanya
14

. Oleh karena itu, data 

kepatuhan wajib pajak restoran di Kota Metro menjadi landasan 

penting dalam menganalisa dampak kepatuhan wajib pajak terhadap 

kredibilitas UMKM restoran sebagaimana dibahas dalam penelitian 

ini.  

b. Profil UMKM Restoran 

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa objek UMKM restoran 

yang dikaji, yang seluruhnya beroperasi di wilayah Kota Metro dan 

telah terdaftar sebagai wajib pajak daerah pada Badan Pengelolaan 

Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro. Selain terdaftar sebagai wajib 

pajak daerah, seluruh UMKM restoran yang menjadi objek penelitian 

juga telah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Kepemilikan 

NPWP menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memenuhi kewajiban 

administratif untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak sesuai 

dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
15

 Adapun objek penelitian 

tersebut meliputi Rumah Makan Dhapu Aceh milik Bapak Rahmat, 

Rumah Makan Mie Alit milik Saudara Olfi Rikiyansyah, dan Rumah 

Makan Bude Gendut milik Ibu Vera. 

Pertama, Rumah Makan Dhapu Aceh merupakan salah satu 

UMKM restoran yang bergerak di bidang kuliner khas daerah Aceh 

                                                           
14 Nadia Husnaningtyas, Kontribusi Kepatuhan Pajak Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah 

(UMKM) terhadap Produk Domestik Bruto (PDB): Tinjauan Literatur Sistematis, Jurnal Audit 

dan Perpajakan (JAP), Vol. 5 No. 1 (Mei 2025): 31–47 
15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan 

Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 

2021, Pasal 2 ayat (1). 
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dan telah beroperasi secara aktif di Kota Metro, Provinsi Lampung. 

Usaha ini didirikan oleh Bapak Rahmat yang berasal dari Aceh dan 

mengembangkan usaha kuliner di Kota Metro sebagai bentuk 

pemanfaatan peluang usaha di sektor kuliner yang terus berkembang. 

Dalam konteks administrasi perpajakan, Rumah Makan Dhapu Aceh 

telah memiliki NPWP, yang menunjukkan bahwa usaha tersebut telah 

terdaftar secara resmi dalam sistem perpajakan nasional. Kepemilikan 

NPWP merupakan salah satu bentuk kepatuhan formal wajib pajak 

yang menjadi syarat utama dalam melaksanakan kewajiban 

perpajakan, termasuk kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan.
16

  

Berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi penelitian, 

diketahui bahwa Rumah Makan Dhapu Aceh memiliki omset rata-rata 

sebesar Rp15.000.000 sampai dengan Rp16.000.000 per bulan.
17

 

Omset atau peredaran bruto merupakan seluruh jumlah penghasilan 

yang diterima atau diperoleh wajib pajak dari kegiatan usaha sebelum 

dikurangi biaya-biaya. Besarnya omset tersebut menunjukkan bahwa 

usaha ini termasuk dalam kategori UMKM dengan peredaran bruto 

tertentu yang dikenakan Pajak Penghasilan Final UMKM sesuai 

dengan ketentuan peraturan perpajakan.
18

 

Kedua, Rumah Makan Mie Alit merupakan salah satu UMKM 

restoran yang bergerak di bidang kuliner dan dikelola secara mandiri 

                                                           
16 Siti Resmi, Perpajakan: Teori dan Kasus, Edisi 11 (Jakarta: Salemba Empat, 2022), hlm. 

35.  
17 Hasil Wawancara dengan Pemilik Warung Makan Dhapu Aceh, Tanggal 13 Oktober 

2025.  
18 Erly Suandy, Hukum Pajak, Edisi 7 (Jakarta: Salemba Empat, 2020), hlm. 97.  
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oleh Saudara Olfi Rikiyansyah. Usaha ini berkembang dari skala kecil 

dan menunjukkan keberlanjutan usaha yang relatif stabil. Dalam aspek 

perpajakan, Rumah Makan Mie Alit telah memiliki NPWP sebagai 

bentuk legalitas usaha dalam sistem perpajakan. Kepemilikan NPWP 

menunjukkan bahwa wajib pajak telah memenuhi kewajiban untuk 

mendaftarkan diri guna memperoleh identitas perpajakan. Berdasarkan 

hasil penelitian, diketahui bahwa omset yang diperoleh Rumah Makan 

Mie Alit berkisar antara Rp 6.000.000 sampai dengan Rp 8.000.000 

per bulan.
19

 Besaran omset tersebut menunjukkan bahwa usaha ini 

termasuk dalam kategori wajib pajak UMKM yang dikenakan Pajak 

Penghasilan Final berdasarkan peredaran bruto tertentu. 

Ketiga, Rumah Makan Bude Gendut merupakan UMKM 

restoran yang bergerak di bidang kuliner rumahan dan dikelola oleh 

Ibu Vera. Usaha ini berkembang dari kegiatan memasak rumahan 

menjadi usaha rumah makan yang melayani konsumen secara 

langsung. Dalam aspek administrasi perpajakan, Rumah Makan Bude 

Gendut juga telah memiliki NPWP, yang menunjukkan bahwa usaha 

tersebut telah terdaftar secara resmi sebagai wajib pajak. Kepemilikan 

NPWP merupakan wujud pelaksanaan kewajiban formal wajib pajak 

dalam sistem perpajakan Indonesia. Berdasarkan hasil wawancara, 

diketahui bahwa omset usaha Rumah Makan Bude Gendut berkisar 

antara Rp14.000.000 sampai dengan Rp16.000.000 per bulan, yang 

                                                           
19 Hasil Wawancara dengan Pemilik Warung Makan Mie Alit, Tanggal 13 Oktober 2025.   
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menunjukkan bahwa usaha tersebut termasuk dalam kategori UMKM 

dengan peredaran bruto tertentu.
20

 

Berdasarkan uraian tersebut, dapat diketahui bahwa seluruh 

objek penelitian merupakan UMKM restoran yang telah memiliki 

NPWP dan memiliki tingkat omset yang stabil. Kepemilikan NPWP 

menunjukkan bahwa pelaku usaha telah memenuhi kewajiban 

administratif perpajakan, sedangkan besarnya omset menunjukkan 

bahwa usaha tersebut termasuk dalam kategori wajib pajak UMKM 

yang memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan Final. 

Dengan demikian, ketiga rumah makan tersebut relevan untuk 

dijadikan objek penelitian dalam mengkaji kepatuhan wajib pajak 

UMKM restoran, khususnya dalam kaitannya dengan pelaksanaan 

kewajiban perpajakan dan kredibilitas usaha. 

 

B. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Restoran dalam Memenuhi 

PPh Final UMKM 

Pembahasan mengenai tingkat kepatuhan UMKM restoran dalam 

pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM di Kota Metro 

perlu ditempatkan dalam kerangka bahwa kebijakan PPh Final pada dasarnya 

dirancang sebagai instrumen fiskal yang memberikan kemudahan, 

kesederhanaan, dan kepastian bagi pelaku usaha kecil. Skema tarif final 

sebesar 0,5 persen dari peredaran bruto sebagaimana diatur dalam Peraturan 

                                                           
20 Hasil Wawancara dengan Pemilik Warung Makan Bude Gendut Tanggal 13 Oktober 

2025.   
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Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 yang kemudian dikaitkan kembali dalam 

berbagai kebijakan perpajakan terbaru, bertujuan untuk mendorong UMKM 

agar tetap berada dalam sistem perpajakan tanpa dibebani mekanisme 

perhitungan pajak yang kompleks. Dengan demikian, tingkat kepatuhan 

UMKM dalam memenuhi kewajiban PPh Final tidak hanya merefleksikan 

ketaatan terhadap hukum, tetapi juga menunjukkan sejauh mana kebijakan 

tersebut berhasil dipahami dan diinternalisasi oleh pelaku usaha. 

Kepatuhan pajak dalam konteks UMKM tidak hanya dipahami sebagai 

ketaatan membayar pajak, tetapi juga mencakup kesadaran dan konsistensi 

wajib pajak dalam memenuhi seluruh tahapan kewajiban perpajakan, mulai 

dari pendaftaran, penghitungan, pembayaran, hingga pelaporan pajak. Dalam 

sistem self-assessment yang berlaku di Indonesia, peran aktif wajib pajak 

menjadi faktor kunci dalam menentukan tingkat kepatuhan pajak. Oleh karena 

itu, analisis kepatuhan UMKM restoran dalam penelitian ini difokuskan pada 

aspek kepatuhan formal sebagai fondasi awal dalam menilai kepatuhan 

perpajakan secara keseluruhan. 

1. Kepatuhan Formal Wajib Pajak UMKM Restoran 

Kepatuhan formal merupakan bentuk kepatuhan wajib pajak yang 

berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif sebagaimana diatur 

dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Kepatuhan ini meliputi 

ketepatan waktu pembayaran pajak, ketepatan waktu pelaporan Surat 

Pemberitahuan (SPT), serta konsistensi wajib pajak dalam menjalankan 

kewajiban perpajakan secara berkelanjutan. Dalam konteks PPh Final 
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UMKM, kepatuhan formal menjadi indikator awal untuk menilai sejauh 

mana pelaku UMKM memahami dan melaksanakan kewajiban 

perpajakannya secara benar. 

a. Ketepatan Waktu Pembayaran PPh Final UMKM 

Ketepatan waktu pembayaran PPh Final UMKM merupakan 

indikator utama dalam menilai kepatuhan formal wajib pajak, karena 

berkaitan langsung dengan ketaatan wajib pajak terhadap batas waktu 

pembayaran pajak yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-

undangan. Dalam konteks UMKM restoran di Kota Metro, aspek ini 

menjadi perhatian penting mengingat karakteristik usaha restoran yang 

memiliki arus kas harian yang fluktuatif. 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pegawai Badan 

Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Metro bidang pendataan 

dan penagihan, diperoleh informasi bahwa secara administratif terdapat 

68  pelaku UMKM restoran atau 30 % dari total UMKM yang telah 

terdaftar sebagai wajib pajak telah melaksanakan kewajiban 

pembayaran Pajak Penghasilan Final UMKM. Hal ini menunjukkan 

adanya tingkat kesadaran yang relatif baik di kalangan wajib pajak 

dalam memenuhi kewajiban perpajakan mereka. Namun demikian, dari 

aspek ketepatan waktu pembayaran, masih terdapat variasi kepatuhan 

di antara wajib pajak UMKM restoran. 

Informasi yang diperoleh dari informan menunjukkan bahwa 

meskipun mayoritas wajib pajak telah melakukan pembayaran secara 
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rutin, tidak seluruhnya melaksanakan pembayaran sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan. Sebagian wajib pajak melakukan 

pembayaran tepat waktu setiap bulan, sementara sebagian lainnya 

cenderung melakukan pembayaran setelah adanya pengingat atau 

pemberitahuan dari pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

Daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak 

UMKM restoran di Kota Metro masih belum sepenuhnya bersifat 

sukarela (voluntary compliance), melainkan dalam beberapa kasus 

masih dipengaruhi oleh faktor eksternal, seperti pengawasan dan 

pengingat dari otoritas pajak daerah. 

Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa meskipun secara 

umum tingkat kepatuhan pembayaran PPh Final UMKM sudah cukup 

baik, namun dimensi ketepatan waktu sebagai salah satu indikator 

kepatuhan formal masih perlu ditingkatkan. Ketepatan waktu 

pembayaran merupakan aspek penting dalam menilai tingkat 

kepatuhan wajib pajak, karena mencerminkan kedisiplinan, kesadaran, 

dan tanggung jawab wajib pajak dalam memenuhi kewajiban 

perpajakannya tanpa harus menunggu intervensi dari otoritas pajak. 

Dengan demikian, temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib 

pajak UMKM restoran di Kota Metro masih berada pada tahap 
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kepatuhan administratif, namun belum sepenuhnya mencapai tingkat 

kepatuhan yang optimal secara substantif.
21

 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepatuhan pembayaran 

Pajak Penghasilan Final pada UMKM restoran di Kota Metro dalam 

beberapa kasus masih bersifat reaktif. Kepatuhan tersebut cenderung 

terjadi setelah adanya pengingat, pembinaan, atau pemberitahuan dari 

pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah. Kondisi ini 

mengindikasikan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak belum 

sepenuhnya didorong oleh kesadaran internal, melainkan masih 

dipengaruhi oleh faktor eksternal, khususnya peran aktif otoritas pajak 

daerah dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. 

Lebih lanjut, berdasarkan hasil wawancara dengan bidang 

pendataan dan penagihan  dari BPPRD, diperoleh informasi bahwa 

salah satu faktor yang menyebabkan terjadinya keterlambatan 

pembayaran adalah rendahnya tingkat pemahaman wajib pajak 

mengenai ketentuan perpajakan, khususnya terkait dengan batas waktu 

pembayaran Pajak Penghasilan Final UMKM. Meskipun terdapat 

kemauan dari pelaku UMKM restoran untuk memenuhi kewajiban 

perpajakan mereka, keterbatasan pengetahuan mengenai jadwal jatuh 

tempo pembayaran menyebabkan pelaku wajib pajak tidak melakukan 

pembayaran sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. 

                                                           
21 Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota 

Metro, tanggal 12 Oktober 2025. 
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Kondisi tersebut menunjukkan bahwa aspek pemahaman 

perpajakan memiliki peran yang signifikan dalam mempengaruhi 

tingkat kepatuhan wajib pajak, khususnya dalam dimensi ketepatan 

waktu pembayaran. Rendahnya pemahaman mengenai prosedur dan 

ketentuan perpajakan dapat berdampak pada terjadinya keterlambatan 

pembayaran, meskipun wajib pajak tidak memiliki niat untuk 

menghindari kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, temuan ini 

mengindikasikan bahwa peningkatan kepatuhan wajib pajak tidak 

hanya berkaitan dengan aspek kemauan, tetapi juga sangat dipengaruhi 

oleh tingkat pemahaman wajib pajak terhadap ketentuan perpajakan 

yang berlaku. Dengan demikian, peran pemerintah daerah dalam 

memberikan sosialisasi, edukasi, dan pembinaan perpajakan menjadi 

faktor penting dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak 

UMKM restoran secara optimal.
22

 

Selain faktor pemahaman, pihak BPPRD juga mengidentifikasi 

faktor kondisi keuangan usaha sebagai penyebab utama keterlambatan 

pembayaran PPh Final UMKM.  UMKM restoran dengan omzet yang 

tidak stabil cenderung menunda pembayaran pajak ketika pendapatan 

usaha sedang menurun.
23

 

Temuan ini menunjukkan bahwa meskipun PPh Final UMKM 

bersifat sederhana dan dihitung berdasarkan omzet, pelaku UMKM 

                                                           
22 Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota 

Metro, tanggal 12 Oktober 2025.  
23 Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota 

Metro, tanggal 12 Oktober 2025. 
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masih memandang kewajiban pembayaran pajak sebagai beban yang 

bersaing dengan kebutuhan operasional usaha. Dalam praktiknya, 

pajak sering kali ditempatkan sebagai kewajiban sekunder setelah 

kebutuhan usaha terpenuhi. 

Lebih lanjut, pihak BPPRD juga menyampaikan bahwa tingkat 

ketepatan waktu pembayaran cenderung lebih baik pada UMKM 

restoran yang telah beroperasi dalam jangka waktu lama dan memiliki 

manajemen usaha yang lebih tertata menunjukkan tingkat kepatuhan 

yang lebih baik dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Hal ini 

disebabkan oleh adanya pengalaman dan kebiasaan dalam mengelola 

administrasi keuangan usaha, sehingga pelaku usaha tersebut telah 

mampu menyusun perencanaan keuangan secara lebih sistematis, 

termasuk dalam menjadwalkan pembayaran pajak. Pengalaman usaha 

yang lebih panjang turut berkontribusi terhadap terbentuknya pola 

pengelolaan keuangan yang lebih tertib dan terorganisir, sehingga 

kewajiban perpajakan dapat dipenuhi secara lebih teratur dan tepat 

waktu.
24

 

Sebaliknya, UMKM restoran yang baru berdiri atau dikelola 

secara keluarga tanpa pencatatan keuangan yang memadai cenderung 

mengalami keterlambatan pembayaran. Hal ini menunjukkan bahwa 

ketepatan waktu pembayaran PPh Final UMKM tidak hanya 

                                                           
24 Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota 

Metro, tanggal 12 Oktober 2025.  
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dipengaruhi oleh kesadaran hukum, tetapi juga oleh kapasitas 

administratif dan tata kelola usaha. 

Dari aspek pengawasan, hasil wawancara dengan pihak 

pendataan dan penagihan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Kota Metro menunjukkan bahwa pendekatan yang diterapkan dalam 

meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM restoran lebih 

menekankan pada pendekatan persuasif dibandingkan dengan 

pendekatan represif. Pendekatan persuasif tersebut dilakukan melalui 

pemberian imbauan, pengingat, serta pembinaan kepada wajib pajak 

yang belum memenuhi kewajiban perpajakannya secara tepat waktu. 

Informasi yang diperoleh dari informan penelitian menunjukkan 

bahwa penerapan sanksi administrasi tidak secara langsung dilakukan 

terhadap wajib pajak yang mengalami keterlambatan pembayaran. 

Sebaliknya, otoritas pajak daerah lebih mengutamakan upaya 

pembinaan sebagai langkah awal untuk mendorong kesadaran dan 

kepatuhan wajib pajak. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan 

pemahaman kepada pelaku UMKM restoran mengenai pentingnya 

memenuhi kewajiban perpajakan, tanpa menimbulkan tekanan yang 

dapat berdampak negatif terhadap keberlangsungan usaha mereka. 

Temuan ini mengindikasikan bahwa strategi pengawasan yang 

diterapkan oleh BPPRD Kota Metro tidak berorientasi pada penegakan 

sanksi, tetapi juga menekankan pada aspek edukasi dan pembinaan. 

Pendekatan tersebut mencerminkan adanya upaya pemerintah daerah 
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untuk membangun kepatuhan wajib pajak secara bertahap melalui 

peningkatan kesadaran dan pemahaman perpajakan. Dengan demikian, 

pendekatan persuasif yang dilakukan diharapkan dapat menciptakan 

kepatuhan yang bersifat sukarela dan berkelanjutan di kalangan wajib 

pajak UMKM restoran.
25

 

Pendekatan ini berdampak pada pola kepatuhan wajib pajak 

UMKM restoran, di mana pembayaran pajak tetap dilakukan, namun 

ketepatan waktunya belum sepenuhnya optimal. Dengan demikian, 

berdasarkan data dari pihak BPPRD Kota Metro, dapat disimpulkan 

bahwa tingkat kepatuhan UMKM restoran dalam aspek ketepatan 

waktu pembayaran PPh Final UMKM berada pada kategori cukup 

patuh, tetapi masih memerlukan peningkatan, khususnya melalui 

peningkatan literasi perpajakan dan penguatan pembinaan yang 

berkelanjutan. 

Dari sisi pelaku UMKM restoran, hasil penelitian menunjukkan 

bahwa secara umum wajib pajak telah melaksanakan kewajiban 

pembayaran Pajak Penghasilan Final UMKM secara rutin. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan pemilik Rumah Makan Mie Alit, diperoleh 

informasi bahwa pembayaran pajak telah dilakukan secara berkala 

setiap bulan. Namun demikian, pada tahap awal menjalankan usaha, 

pelaku usaha mengalami kendala berupa keterbatasan pemahaman 

mengenai mekanisme dan prosedur pembayaran pajak UMKM. Setelah 

                                                           
25 Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota 

Metro, tanggal 12 Oktober 2025.  
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memperoleh penjelasan dan pembinaan dari petugas pajak, pemilik 

usaha mulai memahami kewajiban perpajakan tersebut dan berupaya 

untuk melaksanakan pembayaran secara rutin, meskipun dalam 

beberapa kondisi masih terjadi keterlambatan dalam jangka waktu 

yang relatif singkat. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembinaan dan 

edukasi perpajakan memiliki peran penting dalam meningkatkan 

kepatuhan wajib pajak, khususnya bagi pelaku usaha yang baru 

menjalankan kewajiban perpajakannya.
 26

 

Temuan yang relatif serupa juga diperoleh dari Rumah Makan 

Bude Gendut. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kewajiban 

pembayaran pajak telah dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab 

dalam menjalankan usaha. Namun demikian, terdapat kendala yang 

berkaitan dengan kondisi keuangan usaha, khususnya yang dipengaruhi 

oleh fluktuasi pendapatan harian restoran. Pada saat kondisi usaha 

mengalami penurunan pendapatan, pembayaran pajak cenderung 

mengalami penundaan sementara hingga kondisi keuangan usaha 

kembali stabil. Hal ini menunjukkan bahwa kemampuan finansial 

usaha menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi ketepatan waktu 

pembayaran pajak oleh pelaku UMKM restoran.
27

 

Berbeda dengan kedua informan sebelumnya, Rumah Makan 

Dhapu Aceh menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih konsisten 

dalam melaksanakan kewajiban pembayaran pajak. Berdasarkan hasil 

                                                           
26 Wawancara dengan Permilik Rumah Makan Mie Alit, tanggal 12 Oktober 2025. 
27 Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Bude gendut, tanggal 12 Oktober 2025. 
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wawancara, pemilik usaha memandang pembayaran pajak sebagai 

kewajiban hukum yang harus dipenuhi dalam rangka menjaga 

keberlangsungan dan legalitas usaha. Persepsi tersebut mendorong 

pelaku usaha untuk melakukan pembayaran pajak secara rutin dan 

tepat waktu. Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum 

dan pemahaman terhadap pentingnya kewajiban perpajakan berperan 

penting dalam membentuk perilaku patuh wajib pajak.
28

 

Secara keseluruhan, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa 

pelaku UMKM restoran di Kota Metro pada umumnya telah memiliki 

kesadaran untuk memenuhi kewajiban pembayaran Pajak Penghasilan 

Final UMKM. Hal ini tercermin dari adanya upaya pelaku usaha untuk 

melakukan pembayaran pajak secara rutin sebagai bagian dari 

pengelolaan usaha. Namun demikian, ketepatan waktu pembayaran 

masih dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tingkat 

pemahaman perpajakan, pengalaman usaha, serta kondisi keuangan 

usaha yang bersifat fluktuatif. Dengan demikian, tingkat kepatuhan 

formal wajib pajak UMKM restoran dalam aspek pembayaran pajak 

dapat dikategorikan cukup baik, meskipun masih terdapat beberapa 

kendala yang menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan tersebut belum 

sepenuhnya optimal. 

 

 

                                                           
28  Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Dhapu Aceh, tanggal 12 Oktober 2025. 
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b. Ketepatan Waktu Pelaporan SPT PPh Final UMKM 

Selain pembayaran pajak, kewajiban pelaporan Surat 

Pemberitahuan (SPT) juga merupakan bagian penting dari kepatuhan 

formal wajib pajak. Pelaporan SPT berfungsi sebagai sarana 

pertanggungjawaban wajib pajak atas perhitungan dan pembayaran 

pajak yang telah dilakukan. Ketepatan waktu pelaporan SPT 

mencerminkan tingkat kesadaran dan kepatuhan administratif wajib 

pajak terhadap sistem perpajakan. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai pendataan dan 

penagihan Badan Pengelola Pajak Daerah Kota Metro, diperoleh 

informasi bahwa pelaksanaan kewajiban pelaporan Surat 

Pemberitahuan (SPT) oleh pelaku UMKM restoran masih menghadapi 

berbagai kendala. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah 

keterbatasan pemahaman teknis wajib pajak terkait prosedur dan 

mekanisme pelaporan SPT. 

Informan penelitian menjelaskan bahwa meskipun sebagian 

besar wajib pajak UMKM restoran telah melaksanakan kewajiban 

pembayaran Pajak Penghasilan Final, tingkat kedisiplinan dalam 

melaksanakan kewajiban pelaporan SPT masih relatif rendah. Dalam 

beberapa kasus, wajib pajak telah melakukan pembayaran pajak, 

namun tidak diikuti dengan pelaporan SPT sesuai dengan ketentuan 

yang berlaku. Kondisi tersebut disebabkan oleh kurangnya pemahaman 
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wajib pajak mengenai kewajiban pelaporan serta keterbatasan 

pengetahuan teknis mengenai tata cara pelaporan SPT. 

Temuan ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak UMKM 

restoran belum sepenuhnya mencakup seluruh aspek kepatuhan formal 

perpajakan, khususnya dalam dimensi pelaporan. Pelaporan SPT 

merupakan bagian penting dari sistem administrasi perpajakan, karena 

berfungsi sebagai sarana pertanggungjawaban wajib pajak atas 

kewajiban perpajakan yang telah dilaksanakan. Oleh karena itu, 

rendahnya tingkat kepatuhan dalam pelaporan SPT mengindikasikan 

bahwa tingkat kepatuhan administratif wajib pajak UMKM restoran 

masih perlu ditingkatkan, terutama melalui upaya sosialisasi dan 

edukasi perpajakan yang lebih intensif. Kondisi ini juga menunjukkan 

bahwa tingkat pemahaman perpajakan menjadi salah satu faktor 

penting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam 

memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan secara lengkap dan tepat 

waktu.
29

 

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara 

kepatuhan pembayaran dan kepatuhan pelaporan. Dalam teori 

kepatuhan pajak, kondisi ini sering disebut sebagai kepatuhan parsial, 

yaitu ketika wajib pajak hanya memenuhi sebagian kewajiban 

perpajakannya
30

.  

                                                           
29  Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota 

Metro, tanggal 12 Oktober 2025.  
30 Siti Resmi, Perpajakan: Teori dan Kasus, Jakarta: Salemba Empat, 2020. Hlm 31. 



78 
 

 
 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pelaku UMKM restoran, 

diperoleh informasi bahwa dalam pelaksanaan kewajiban pelaporan 

Surat Pemberitahuan (SPT), wajib pajak masih mengalami 

keterbatasan dalam memahami aspek teknis pelaporan. Keterbatasan 

pemahaman tersebut menyebabkan wajib pajak cenderung memerlukan 

bantuan dari pihak lain, baik dari petugas pajak maupun pihak yang 

memiliki pengetahuan lebih mengenai prosedur pelaporan perpajakan. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat kemandirian wajib pajak 

dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT masih relatif rendah, 

sehingga pelaksanaan kewajiban tersebut belum sepenuhnya dilakukan 

secara mandiri. Temuan ini mengindikasikan bahwa pemahaman teknis 

perpajakan menjadi salah satu faktor penting yang mempengaruhi 

kemampuan wajib pajak UMKM restoran dalam memenuhi kewajiban 

pelaporan perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
31

 

Pemilik Rumah Makan Bude Gendut juga menyampaikan hal 

serupa, bahwa pelaporan SPT belum dilakukan secara mandiri dan 

konsisten setiap periode pajak. Sementara itu, Rumah Makan Dhapu 

Aceh lebih tertib dalam pelaporan SPT karena memiliki pendampingan 

dari pihak BPPRD. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu pelaporan SPT 

PPh Final UMKM masih menjadi tantangan bagi UMKM restoran di 

Kota Metro. Faktor utama yang mempengaruhi adalah rendahnya 

                                                           
31 Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Mie Alit, tanggal 12 Oktober 2025. 
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literasi perpajakan dan keterbatasan sumber daya manusia dalam 

pengelolaan administrasi usaha. 

c. Konsistensi dalam Menjalankan Kewajiban Pepajakan 

Konsistensi dalam menjalankan kewajiban perpajakan 

merupakan indikator penting dalam menilai kepatuhan formal wajib 

pajak. Konsistensi mencerminkan keberlanjutan kepatuhan wajib pajak 

dalam jangka waktu tertentu, bukan hanya kepatuhan sesaat karena 

adanya pengawasan atau sanksi. 

Berdasarkan hasil wawancara mendalam dengan pihak pendataan 

dan penagihan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) 

Kota Metro, diperoleh informasi bahwa lama operasional usaha 

menjadi salah satu faktor yang berpengaruh signifikan terhadap tingkat 

konsistensi kepatuhan perpajakan UMKM restoran. UMKM restoran 

yang telah beroperasi dalam jangka waktu relatif lama dinilai memiliki 

pola kepatuhan yang lebih stabil dan berkelanjutan dibandingkan 

dengan UMKM restoran yang baru berdiri atau masih berada pada 

tahap awal pengembangan usaha. 

Pihak BPPD menjelaskan bahwa pelaku UMKM restoran yang 

telah lama beroperasi umumnya telah melalui berbagai tahapan 

penyesuaian dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Seiring 

berjalannya waktu, pelaku usaha tersebut semakin memahami 

mekanisme pembayaran PPh Final UMKM, jadwal pembayaran, serta 

konsekuensi administratif apabila terjadi keterlambatan. 
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Selanjutnya diperoleh informasi bahwa UMKM restoran yang 

telah beroperasi dalam jangka waktu yang relatif lebih lama cenderung 

menunjukkan tingkat pemahaman dan kepatuhan perpajakan yang 

lebih baik dibandingkan dengan UMKM yang baru berdiri. Pelaku 

usaha yang memiliki pengalaman usaha yang lebih panjang umumnya 

telah memahami kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi, termasuk 

waktu pembayaran, besaran pajak yang harus dibayarkan, serta 

prosedur pembayaran pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Pengalaman tersebut berkontribusi terhadap terbentuknya pola perilaku 

yang lebih tertib dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, sehingga 

pembayaran pajak dapat dilakukan secara lebih terencana dan tepat 

waktu. 

Secara teoritis, kondisi ini sejalan dengan pendapat yang 

menyatakan bahwa pengalaman usaha merupakan salah satu faktor 

yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang 

telah lama menjalankan usahanya cenderung memiliki tingkat 

pemahaman administrasi perpajakan yang lebih baik karena telah 

melalui proses pembelajaran dan interaksi yang lebih intensif dengan 

sistem perpajakan. Menurut Siti Kurnia Rahayu, kepatuhan wajib pajak 

dipengaruhi oleh beberapa faktor, salah satunya adalah tingkat 

pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, yang 
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umumnya meningkat seiring dengan lamanya wajib pajak menjalankan 

kegiatan usahanya.
32

 

Selain itu, pengalaman usaha juga berkaitan dengan kemampuan 

wajib pajak dalam mengelola administrasi keuangan secara lebih 

sistematis. Wajib pajak yang telah lama beroperasi cenderung telah 

memiliki sistem pencatatan keuangan yang lebih baik, sehingga 

memudahkan dalam menghitung dan memenuhi kewajiban perpajakan. 

Hal ini sejalan dengan pendapat Erly Suandy yang menyatakan bahwa 

kepatuhan wajib pajak tidak hanya dipengaruhi oleh faktor kemauan, 

tetapi juga oleh kemampuan administratif wajib pajak dalam 

memahami dan melaksanakan kewajiban perpajakannya. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa lama 

usaha merupakan salah satu faktor yang berkontribusi terhadap 

peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM restoran. Semakin lama 

suatu usaha beroperasi, maka semakin tinggi tingkat pemahaman dan 

pengalaman pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban perpajakan, 

yang pada akhirnya mendorong terbentuknya kepatuhan yang lebih 

baik, khususnya dalam aspek pembayaran Pajak Penghasilan Final 

UMKM. 

Selain faktor prioritas usaha, pihak BPPRD juga menilai bahwa 

rendahnya konsistensi kepatuhan UMKM restoran yang baru berdiri 

disebabkan oleh keterbatasan pemahaman administratif. Banyak 

                                                           
32 Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2017, hlm. 193. 
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pelaku usaha baru yang belum sepenuhnya memahami ketentuan PPh 

Final UMKM, termasuk mekanisme pembayaran dan pelaporan yang 

harus dilakukan secara berkala. Hal ini menyebabkan kepatuhan pajak 

cenderung bersifat situasional dan belum berkelanjutan. 

Pihak BPPD juga menambahkan bahwa tingkat interaksi dan 

pembinaan yang telah diterima oleh UMKM restoran berpengaruh 

terhadap konsistensi kepatuhan. UMKM restoran yang telah lama 

beroperasi umumnya telah beberapa kali mendapatkan sosialisasi, 

pendampingan, atau imbauan dari pihak BPPRD, sehingga pemahaman 

dan kesadaran perpajakannya lebih terbentuk.
33

 

Pelaku UMKM restoran yang menjadi informan dalam penelitian 

ini menunjukkan tingkat konsistensi yang bervariasi. Rumah Makan 

Dhapu Aceh menunjukkan konsistensi tinggi dalam pembayaran dan 

pelaporan pajak, sementara Rumah Makan Mie Alit dan Rumah Makan 

Bude Gendut masih menunjukkan fluktuasi kepatuhan, terutama dalam 

aspek pelaporan. 

Berdasarkan hasil penelitian lapangan yang dilakukan melalui 

wawancara terhadap tiga responden pelaku UMKM restoran di Kota 

Metro, diperoleh temuan bahwa dari keseluruhan indikator kepatuhan 

pajak yang telah ditetapkan dalam kerangka penelitian, bukti empiris 

yang dapat diverifikasi secara langsung hanya terdapat pada indikator 

kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Ketiga responden 

                                                           
33 Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota 

Metro,  tanggal 12 Oktober 2025. 
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menyatakan telah memiliki NPWP sebagai identitas formal perpajakan 

yang terdaftar pada otoritas pajak. Keberadaan NPWP tersebut menjadi 

satu-satunya indikator yang secara faktual dapat diidentifikasi dalam 

penelitian ini. 

Sementara itu, terhadap empat indikator kepatuhan pajak lainnya 

yang meliputi kewajiban perhitungan pajak secara benar, penyetoran 

pajak tepat waktu, pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), serta 

ketaatan administratif lainnya, tidak ditemukan bukti fisik yang dapat 

dijadikan dasar verifikasi objektif. Seluruh informasi mengenai 

pelaksanaan kewajiban tersebut diperoleh semata-mata dari pernyataan 

lisan responden dalam proses wawancara. 

Dalam pelaksanaan penelitian, peneliti telah berupaya meminta 

dokumen pendukung seperti bukti setor pajak, laporan SPT, maupun 

arsip administrasi perpajakan lainnya. Namun demikian, responden 

menyatakan keberatan untuk memperlihatkan dokumen fisik tersebut 

dengan alasan privasi dan kerahasiaan usaha. Oleh karena itu, data 

mengenai pelaksanaan indikator kepatuhan selain kepemilikan NPWP 

tidak dapat diverifikasi melalui pendekatan dokumentatif. 

Kondisi tersebut mengakibatkan status kepatuhan pajak 

responden, selain aspek kepemilikan NPWP, hanya dapat 

dikategorikan sebagai pengakuan normatif berdasarkan self-reporting. 

Dengan demikian, validitas empiris terhadap indikator-indikator 

tersebut memiliki keterbatasan karena tidak didukung oleh data 
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administratif yang konkret. Hal ini menjadi catatan penting dalam 

interpretasi hasil penelitian, bahwa temuan mengenai kepatuhan pajak 

dalam penelitian ini lebih merefleksikan persepsi dan pernyataan 

subjek penelitian dibandingkan pembuktian dokumen formal. 

Secara metodologis, keterbatasan akses terhadap dokumen fisik 

ini juga menunjukkan adanya hambatan transparansi administratif pada 

sebagian pelaku UMKM. Meskipun secara lisan responden 

menyatakan telah melaksanakan kewajiban perpajakan, ketiadaan bukti 

tertulis membuat tingkat kepatuhan substantif belum dapat dipastikan 

secara komprehensif. Dengan demikian, dari perspektif analisis 

empiris, indikator kepemilikan NPWP menjadi satu-satunya bukti 

kepatuhan formal yang dapat dikonfirmasi dalam penelitian ini, 

sedangkan indikator lainnya masih berada pada tataran klaim subjektif 

responden. 

Temuan ini sekaligus memperlihatkan bahwa tingkat kepatuhan 

administratif pada UMKM restoran yang menjadi objek penelitian 

belum sepenuhnya dapat diukur melalui pendekatan dokumentatif, 

sehingga diperlukan penelitian lanjutan dengan akses data yang lebih 

komprehensif agar dapat menghasilkan gambaran kepatuhan pajak 

yang lebih objektif dan terverifikasi. 
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2. Kepatuhan Material Wajib Pajak UMKM Restoran 

Kepatuhan material wajib pajak UMKM restoran berkaitan dengan 

kebenaran substansi pemenuhan kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final 

UMKM. Kepatuhan ini tidak hanya diukur dari apakah pajak telah 

dibayarkan, tetapi juga dari kesesuaian perhitungan pajak dengan 

ketentuan yang berlaku, kebenaran omzet yang dilaporkan, serta 

pemahaman wajib pajak terhadap tarif dan dasar pengenaan pajak. 

Analisis kepatuhan material menjadi penting karena secara langsung 

mencerminkan sejauh mana pajak yang dibayarkan benar-benar 

merepresentasikan kondisi usaha yang sebenarnya. 

a. Kebenaran Perhitungan PPh Final UMKM 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pendataan dan 

penagihan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) 

Kota Metro, diketahui bahwa sebagian besar UMKM restoran telah 

melakukan perhitungan PPh Final UMKM sesuai tarif yang berlaku, 

namun ketepatan perhitungannya masih sangat bergantung pada 

kualitas pencatatan omzet usaha.
34

 

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa secara normatif 

kewajiban pajak telah dipahami, namun secara material masih terdapat 

potensi ketidaktepatan dalam perhitungan pajak. Kondisi ini diperkuat 

oleh hasil wawancara dengan pelaku UMKM restoran. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan pemilik Rumah Makan Mie Alit, diperoleh 

                                                           
34 Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota 

Metro,  tanggal 12 Oktober 2025.  
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informasi bahwa perhitungan Pajak Penghasilan Final UMKM 

dilakukan berdasarkan estimasi pendapatan bulanan. Perhitungan 

tersebut tidak sepenuhnya didasarkan pada pencatatan keuangan yang 

rinci, melainkan menggunakan perkiraan jumlah omzet yang diperoleh 

selama satu periode tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelaku 

usaha belum sepenuhnya menerapkan sistem pencatatan keuangan 

yang sistematis dan terperinci dalam menjalankan kegiatan usahanya.
35

 

Keterbatasan dalam melakukan pencatatan keuangan secara 

lengkap berimplikasi pada penggunaan metode estimasi dalam 

menghitung kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Hal ini 

mengindikasikan bahwa tingkat tertib administrasi keuangan pada 

UMKM restoran tersebut masih belum optimal. Padahal, pencatatan 

keuangan yang baik merupakan salah satu aspek penting dalam 

mendukung ketepatan perhitungan kewajiban perpajakan. Dengan 

demikian, kondisi ini menunjukkan bahwa kemampuan administrasi 

keuangan pelaku UMKM restoran menjadi salah satu faktor yang 

mempengaruhi ketepatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan, 

khususnya dalam aspek perhitungan Pajak Penghasilan Final UMKM. 

Hal serupa juga disampaikan oleh pemilik Rumah Makan Bude 

Gendut, yang menyatakan bahwa perhitungan pajak belum sepenuhnya 

                                                           
35 Wawancara dengan  Pemilik Rumah Makan Mie Alit , Tanggal 13 Oktober 2025.  
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didasarkan pada pembukuan formal, melainkan pada perkiraan 

pendapatan usaha.
36

 

Berbeda dengan kedua UMKM tersebut, Rumah Makan Dhapu 

Aceh menunjukkan tingkat kepatuhan material yang lebih baik. 

Pemilik usaha menyatakan bahwa perhitungan PPh Final UMKM 

dilakukan berdasarkan pencatatan omzet harian yang kemudian 

direkap setiap bulan.
37

 

Analisis ini menunjukkan bahwa kebenaran perhitungan PPh 

Final UMKM pada UMKM restoran di Kota Metro masih belum 

sepenuhnya optimal. Kepatuhan material cenderung lebih baik pada 

UMKM yang memiliki sistem pencatatan keuangan, sementara 

UMKM yang mengandalkan perkiraan omzet berpotensi menghasilkan 

perhitungan pajak yang tidak sepenuhnya akurat. 

b. Kesesuaian Omzet yang Dilaporkan dengan Kondisi Usaha 

Sebenarnya 

Kesesuaian antara omzet yang dilaporkan dengan kondisi usaha 

yang sebenarnya merupakan salah satu indikator utama dalam menilai 

kepatuhan material wajib pajak. Kepatuhan material tidak hanya 

berkaitan dengan pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga 

mencerminkan ketepatan dan kejujuran wajib pajak dalam melaporkan 

jumlah penghasilan yang menjadi dasar pengenaan pajak. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan pegawai Badan Pengelola Pajak dan Retribusi 

                                                           
36 Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Bude gendut , Tanggal 13 Oktober 2025. 
37 Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Dhapu Aceh, Tanggal 13 Oktober 2025. 
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Daerah Kota Metro, diperoleh informasi bahwa tingkat akurasi 

pelaporan omzet pada UMKM restoran menunjukkan variasi yang 

signifikan. UMKM restoran yang telah beroperasi dalam jangka waktu 

yang lebih lama dan memiliki sistem pembukuan yang tertib 

cenderung mampu melaporkan omzet yang lebih sesuai dengan kondisi 

usaha yang sebenarnya. Sebaliknya, UMKM restoran yang belum 

memiliki sistem pencatatan yang baik menunjukkan tingkat konsistensi 

pelaporan omzet yang rendah.
38

 

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pelaporan omzet masih 

dipengaruhi oleh faktor subjektivitas wajib pajak serta keterbatasan 

dalam pengelolaan administrasi keuangan usaha. Hal ini diperkuat oleh 

hasil wawancara dengan pemilik Rumah Makan Mie Alit yang 

menunjukkan bahwa omzet yang dilaporkan dalam kewajiban 

perpajakan didasarkan pada data keuangan yang tersedia, meskipun 

belum seluruh transaksi usaha tercatat secara lengkap. Keterbatasan 

dalam pencatatan transaksi tersebut menyebabkan omzet yang 

dilaporkan belum sepenuhnya mencerminkan kondisi pendapatan 

usaha yang sebenarnya.
39

 

Temuan serupa juga diperoleh dari Rumah Makan Bude Gendut. 

Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa fluktuasi pendapatan 

harian menjadi salah satu kendala utama dalam menentukan jumlah 

omzet bulanan secara akurat. Variasi jumlah pelanggan dan tingkat 

                                                           
38 Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota 

Metro, tanggal 12 Oktober 2025.    
39  Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Mie Alit, tanggal 13 Oktober 2025. 
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penjualan yang tidak stabil menyebabkan kesulitan dalam melakukan 

rekapitulasi pendapatan secara konsisten, terutama karena pencatatan 

keuangan belum dilakukan secara rinci dan sistematis. Kondisi ini 

berdampak pada tingkat akurasi pelaporan omzet yang digunakan 

sebagai dasar perhitungan Pajak Penghasilan Final UMKM.
40

 

Berbeda dengan kondisi tersebut, Rumah Makan Dhapu Aceh 

menunjukkan praktik administrasi keuangan yang lebih tertib. Hasil 

wawancara menunjukkan bahwa pemilik usaha telah melakukan 

pencatatan pendapatan secara rutin, sehingga jumlah omzet bulanan 

dapat diketahui dengan lebih jelas dan digunakan sebagai dasar dalam 

menghitung kewajiban pajak. Pencatatan yang dilakukan secara 

konsisten tersebut berkontribusi terhadap peningkatan akurasi 

pelaporan omzet dan ketepatan dalam pelaksanaan kewajiban 

perpajakan.
41

 

Perbedaan praktik administrasi keuangan antar UMKM restoran 

tersebut menunjukkan bahwa kualitas pencatatan keuangan memiliki 

peran penting dalam menentukan tingkat kepatuhan material wajib 

pajak. UMKM restoran yang memiliki sistem pencatatan yang baik 

cenderung mampu melaporkan omzet secara lebih akurat dibandingkan 

dengan UMKM yang belum memiliki pencatatan yang tertib. Secara 

teoritis, kondisi ini sejalan dengan pendapat Siti Kurnia Rahayu yang 

menyatakan bahwa kepatuhan material wajib pajak tercermin dari 

                                                           
40 Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Bude Gendut, tanggal 13 Oktober 2025.  
41 Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Dhapu Aceh, tanggal 13 Oktober 2025.  
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ketepatan dalam menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan 

pajak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya.
42

 Selain itu, menurut 

Mardiasmo, pembukuan yang tertib merupakan faktor penting yang 

mendukung ketepatan perhitungan dan pelaporan pajak, sehingga 

dapat meningkatkan kualitas kepatuhan wajib pajak secara 

keseluruhan.
43

 

Berdasarkan hasil analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa 

kesesuaian antara omzet yang dilaporkan dengan kondisi usaha yang 

sebenarnya masih menjadi salah satu kelemahan dalam kepatuhan 

material UMKM restoran di Kota Metro. Keterbatasan dalam 

pencatatan keuangan dan fluktuasi pendapatan usaha menjadi faktor 

utama yang mempengaruhi tingkat akurasi pelaporan omzet. Kondisi 

ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak yang terjadi dalam 

beberapa kasus masih bersifat administratif (formal), namun belum 

sepenuhnya mencerminkan kepatuhan yang bersifat substantif 

(material), yaitu kepatuhan yang didasarkan pada pelaporan kondisi 

ekonomi yang sebenarnya. 

c. Pemahaman terhadap Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak 

Pemahaman Pemahaman terhadap tarif dan dasar pengenaan 

pajak merupakan salah satu prasyarat utama dalam mewujudkan 

kepatuhan material wajib pajak. Kepatuhan material menuntut wajib 

pajak untuk tidak hanya memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga 

                                                           
42 Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2017, hlm. 196.  
43  Mardiasmo, Perpajakan, Edisi Revisi, Yogyakarta: Andi, 2018, hlm. 63. 
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memahami secara benar ketentuan substantif perpajakan, termasuk 

dasar pengenaan dan perhitungan pajak terutang. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan pihak Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah 

Kota Metro, diperoleh informasi bahwa sebagian besar pelaku UMKM 

restoran telah mengetahui bahwa Pajak Penghasilan Final UMKM 

dihitung berdasarkan persentase tertentu dari omzet usaha. Namun 

demikian, tingkat pemahaman tersebut masih bersifat umum dan 

belum sepenuhnya komprehensif.
44

 

Lebih lanjut, hasil wawancara menunjukkan bahwa masih 

terdapat pelaku UMKM restoran yang belum sepenuhnya memahami 

perbedaan antara omzet dan keuntungan sebagai dasar pengenaan 

pajak. Pelaku usaha masih beranggapan bahwa pajak dikenakan atas 

keuntungan bersih yang diperoleh, bukan atas jumlah pendapatan bruto 

(omzet) sebagaimana diatur dalam ketentuan perpajakan UMKM. 

Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan pemahaman konseptual 

wajib pajak terkait dengan prinsip dasar pengenaan Pajak Penghasilan 

Final UMKM.
45

 

Keterbatasan pemahaman tersebut mengindikasikan bahwa 

kepatuhan material wajib pajak belum sepenuhnya terbentuk secara 

optimal. Secara teoritis, pemahaman perpajakan merupakan faktor 

penting yang mempengaruhi tingkat kepatuhan material wajib pajak. 

Menurut Siti Kurnia Rahayu, kepatuhan material tercermin dari 

                                                           
44  Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota 

Metro, tanggal 12 Oktober 2025.  
45 Wawancara dengan  Pemilik Warung Makan Bude Gendut , Tanggal 13 Oktober 2025.   
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kemampuan wajib pajak dalam menghitung, memperhitungkan, dan 

melaporkan pajak terutang secara benar sesuai dengan ketentuan 

perpajakan yang berlaku.
46

 Pemahaman yang tidak tepat mengenai 

dasar pengenaan pajak berpotensi menyebabkan kesalahan dalam 

perhitungan jumlah pajak terutang, yang pada akhirnya berdampak 

pada ketidaksesuaian antara pajak yang dibayarkan dengan kewajiban 

pajak yang sebenarnya. 

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 

meskipun sebagian besar UMKM restoran di Kota Metro telah 

memiliki pengetahuan dasar mengenai kewajiban Pajak Penghasilan 

Final UMKM, namun pemahaman tersebut belum sepenuhnya 

mendalam, khususnya terkait dengan dasar pengenaan pajak yang 

didasarkan pada omzet usaha. Kondisi ini menunjukkan bahwa 

kepatuhan material wajib pajak masih perlu ditingkatkan melalui 

upaya edukasi dan sosialisasi perpajakan yang lebih intensif, sehingga 

wajib pajak dapat melaksanakan kewajiban perpajakan secara benar 

sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

d. Faktor-Faktor yang Memengaruhi Tingkat Kepatuhan PPh Final 

UMKM 

Berdasarkan hasil penelitian, faktor-faktor yang memengaruhi 

kepatuhan PPh Final UMKM dapat diklasifikasikan ke dalam dua hal, 

yaitu faktor internal dan faktor eksternal. 

                                                           
46 Siti Kurnia Rahayu, Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal, Yogyakarta: 

Graha Ilmu, 2017, hlm. 198. 
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1) Faktor Internal 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai BPPRD Kota 

Metro, tingkat pengetahuan perpajakan merupakan faktor internal 

yang dominan dalam memengaruhi kepatuhan material wajib pajak 

UMKM restoran. Wajib pajak yang memiliki pemahaman yang 

baik mengenai ketentuan Pajak Penghasilan Final UMKM, 

khususnya terkait tarif, dasar pengenaan, dan mekanisme 

perhitungan pajak, cenderung lebih mampu menghitung dan 

melaporkan kewajiban pajaknya secara tepat sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku.
47

 

Hasil wawancara dengan pemilik Rumah Makan Dhapu Aceh 

menunjukkan bahwa pencatatan pendapatan usaha telah menjadi 

bagian integral dari pengelolaan usaha sehari-hari. Pemilik usaha 

secara konsisten melakukan pencatatan atas setiap transaksi 

pendapatan, sehingga kondisi keuangan usaha dapat diketahui 

dengan jelas. Pencatatan tersebut juga digunakan sebagai dasar 

dalam menghitung kewajiban Pajak Penghasilan Final UMKM, 

sehingga proses perhitungan dan pelaporan pajak dapat dilakukan 

dengan lebih mudah dan meyakinkan.
48

 Kondisi ini menunjukkan 

bahwa pencatatan keuangan yang tertib berkontribusi terhadap 

terbentuknya kepatuhan material, karena jumlah pajak yang 

dibayarkan didasarkan pada data pendapatan yang relatif akurat. 

                                                           
47 Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota 

Metro, tanggal 12 Oktober 2025. 
48  Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Dhapu Aceh, tanggal 13 Oktober 2025. 
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Sebaliknya, keterbatasan dalam sistem pencatatan keuangan 

masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM restoran dalam 

memenuhi kepatuhan material. Berdasarkan hasil wawancara 

dengan pemilik Rumah Makan Mie Alit dan Rumah Makan Bude 

Gendut, diketahui bahwa pencatatan pendapatan usaha belum 

dilakukan secara menyeluruh dan konsisten. Dalam praktiknya, 

perhitungan pajak masih didasarkan pada estimasi atau perkiraan 

pendapatan, karena tidak seluruh transaksi usaha terdokumentasi 

dengan baik.
49

 Kondisi ini menyebabkan dasar pengenaan pajak 

tidak sepenuhnya mencerminkan kondisi omzet usaha yang 

sebenarnya, sehingga kepatuhan pajak yang terjadi cenderung 

bersifat administratif (formal), namun belum sepenuhnya 

mencerminkan kepatuhan yang bersifat substantif (material). 

Selain faktor pencatatan keuangan, persepsi wajib pajak 

terhadap pajak juga mempengaruhi tingkat kepatuhan material. 

Hasil wawancara menunjukkan adanya perbedaan persepsi antara 

pelaku UMKM restoran dalam memandang kewajiban perpajakan. 

Pemilik Rumah Makan Dhapu Aceh memandang pajak sebagai 

kewajiban hukum yang harus dipenuhi sebagai bagian dari 

tanggung jawab dalam menjalankan usaha serta sebagai upaya 

untuk menjaga keberlangsungan usaha secara legal.
50

 Persepsi 

tersebut mendorong terbentuknya kepatuhan yang lebih baik, 

                                                           
49 Hasil wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Mie Alit dan Rumah Makan Bude 

Gendut, Tanggal 13 Oktober 2025.   
50 Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Dhapu Aceh, tanggal 13 Oktober 2025.  
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karena kewajiban perpajakan dipandang sebagai bagian dari sistem 

pengelolaan usaha yang tidak terpisahkan. 

Dengan demikian, persepsi wajib pajak terhadap fungsi dan 

kewajiban pajak menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi 

kualitas kepatuhan wajib pajak UMKM restoran. 

2) Faktor Eksternal 

Dari sisi eksternal, emudahan administrasi dalam penerapan 

Pajak Penghasilan Final UMKM merupakan salah satu faktor 

eksternal yang berkontribusi terhadap tingkat kepatuhan wajib 

pajak UMKM restoran. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

pihak BPPRD Kota Metro, sistem PPh Final UMKM pada 

dasarnya dirancang dengan mekanisme yang sederhana, namun 

efektivitas implementasinya masih memerlukan dukungan berupa 

sosialisasi dan pendampingan yang berkelanjutan.
51

  

UMKM restoran yang telah memperoleh pembinaan 

menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih baik dibandingkan 

dengan pelaku usaha yang belum mendapatkan pembinaan secara 

optimal. Hal ini menunjukkan bahwa kesederhanaan sistem 

administrasi perpajakan perlu diimbangi dengan peningkatan 

kapasitas pemahaman wajib pajak, karena kemudahan sistem tanpa 

pemahaman yang memadai tidak secara otomatis menghasilkan 

kepatuhan material.  

                                                           
51 Hasil Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD 

Kota Metro, tanggal 12 Oktober 2025.  
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C. Analisis Kepatuhan Wajib Pajak dalam Mengkaji Kredibilitas UMKM 

Restoran 

Kredibilitas dalam konteks UMKM tidak hanya dimaknai sebagai 

kepercayaan pasar, tetapi juga mencakup kemampuan usaha dalam memenuhi 

kewajiban hukum, mengelola administrasi secara tertib, serta menjaga 

keberlanjutan usaha dalam jangka panjang. 

Dalam perspektif ekonomi kelembagaan, kepatuhan terhadap regulasi, 

termasuk regulasi perpajakan, merupakan sinyal formal yang menunjukkan 

bahwa suatu usaha dikelola secara bertanggung jawab dan layak dipercaya 

oleh berbagai pemangku kepentingan. Oleh karena itu, kepatuhan PPh Final 

UMKM tidak hanya berdampak pada penerimaan negara, tetapi juga memiliki 

implikasi strategis terhadap reputasi dan kredibilitas UMKM restoran sebagai 

pelaku usaha yang sah dan berkelanjutan. 

1. Implikasi Kepatuhan Pajak dengan Administrasi dan Transparansi 

Usaha 

Kepatuhan pajak, khususnya dalam pemenuhan kewajiban PPh 

Final UMKM, memiliki hubungan yang erat dengan tertib administrasi dan 

transparansi pengelolaan usaha. Dalam sistem perpajakan berbasis self-

assessment, kepatuhan pajak menuntut pelaku UMKM untuk melakukan 

pencatatan omzet, penghitungan pajak, serta pelaporan yang didasarkan 

pada kondisi usaha yang sebenarnya. Dengan demikian, kepatuhan pajak 

secara tidak langsung mendorong terbentuknya sistem administrasi 

keuangan yang lebih teratur. 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pendataan dan 

penagihan Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota 

Metro, diketahui bahwa UMKM restoran yang menunjukkan tingkat 

kepatuhan yang baik dalam memenuhi kewajiban PPh Final UMKM 

cenderung memiliki administrasi usaha yang lebih tertib. Keteraturan 

tersebut tercermin dari adanya pencatatan keuangan yang dilakukan secara 

sistematis, sehingga pelaku usaha dapat mengetahui besaran omzet secara 

lebih akurat. Sebaliknya, UMKM restoran yang kurang patuh umumnya 

memiliki kelemahan dalam aspek pencatatan, yang berdampak pada kurang 

optimalnya pemenuhan kewajiban perpajakan secara material. Kondisi ini 

menunjukkan bahwa kepatuhan pajak memiliki keterkaitan erat dengan 

kualitas pengelolaan administrasi dan pencatatan keuangan usaha.”
52

 

Temuan tersebut menunjukkan bahwa kepatuhan pajak berperan 

sebagai pemicu (trigger) bagi tertib administrasi usaha. Hal ini juga 

tercermin dari hasil wawancara dengan pelaku UMKM restoran. Pemilik 

Rumah Makan Dhapu Aceh menyatakan bahwa kewajiban perpajakan 

memberikan dorongan bagi pelaku usaha untuk melakukan pencatatan 

pendapatan secara konsisten. Kewajiban untuk menghitung dan membayar 

PPh Final UMKM mendorong pemilik usaha membiasakan pencatatan 

pemasukan harian, sehingga memudahkan dalam mengetahui jumlah omzet 

dan menghindari kesulitan dalam proses perhitungan serta pembayaran 

pajak. Kondisi ini menunjukkan bahwa kewajiban pajak tidak hanya 

                                                           
52 Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota 

Metro, tanggal 12 Oktober 2025. 



98 
 

 
 

berfungsi sebagai instrumen fiskal, tetapi juga berperan dalam membentuk 

perilaku administrasi keuangan usaha yang lebih tertib.
53 

Sebaliknya, UMKM restoran yang kepatuhan pajaknya masih 

bersifat formal dan tidak konsisten menunjukkan administrasi keuangan 

yang belum tertata dengan baik. Pemilik Rumah Makan Bude Gendut 

mengungkapkan bahwa keterbatasan pencatatan pendapatan berdampak 

pada kesulitan dalam menentukan omzet dan kewajiban pajak.
54

 

UMKM restoran yang patuh pajak memiliki data keuangan yang 

lebih jelas, sehingga memudahkan pemilik usaha dalam mengontrol kinerja 

usaha sekaligus meningkatkan kredibilitas usaha di mata pihak eksternal.  

Analisis ini menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap Pajak 

Penghasilan (PPh) Final UMKM berkontribusi langsung terhadap 

peningkatan transparansi usaha. Temuan tersebut sejalan dengan teori 

kepatuhan pajak (tax compliance theory) yang menyatakan bahwa 

kepatuhan formal dan material wajib pajak mendorong terbentuknya 

perilaku administrasi yang tertib, termasuk pencatatan dan pelaporan 

keuangan yang lebih sistematis. Safri Nurmantu menegaskan bahwa 

kepatuhan pajak tidak hanya dimaknai sebagai ketaatan dalam membayar 

pajak, tetapi juga mencakup kepatuhan administratif yang tercermin dalam 

kebenaran data dan keteraturan pencatatan usaha.
55

 Dengan demikian, 

UMKM restoran yang patuh terhadap PPh Final UMKM cenderung 

memiliki data keuangan yang lebih jelas dan terdokumentasi dengan baik. 

                                                           
53 Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Dhapu Aceh, tanggal 13 Oktober 2025. 
54 Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Bude gendut, tanggal 13 Oktober 2025. 
55 Safri Nurmantu, Pengantar Perpajakan, Jakarta: Granit, 2005, hlm. 148–150. 
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Lebih lanjut, kondisi tersebut dapat dijelaskan melalui teori self-

assessment system, di mana wajib pajak diberikan kepercayaan untuk 

menghitung, membayar, dan melaporkan pajaknya sendiri. Dalam sistem 

ini, kepatuhan pajak menuntut adanya kemampuan dan kesadaran wajib 

pajak dalam mengelola informasi keuangan usahanya secara transparan. 

Oleh karena itu, kepatuhan PPh Final UMKM secara tidak langsung 

mendorong pelaku UMKM restoran untuk melakukan pencatatan omzet 

dan pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur sebagai dasar perhitungan 

pajak. 

Data keuangan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan 

meningkatkan kepercayaan pihak eksternal, seperti lembaga keuangan, 

mitra usaha, maupun pemerintah. Dalam konteks ini, kepatuhan pajak 

berfungsi sebagai sinyal bahwa UMKM restoran menjalankan usahanya 

secara legal dan bertanggung jawab.  

Dengan demikian, kepatuhan PPh Final UMKM tidak hanya 

berdampak pada pemenuhan kewajiban fiskal semata, tetapi juga berperan 

strategis dalam membentuk transparansi dan kredibilitas UMKM restoran. 

Temuan ini menguatkan landasan teoretis penelitian bahwa kepatuhan 

pajak dapat menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kualitas tata 

kelola usaha UMKM, yang pada akhirnya memperkuat posisi dan 

keberlanjutan usaha di tengah persaingan ekonomi. 
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2. Kepatuhan Pajak dan Kepercayaan Pemangku Kepentingan 

Kredibilitas UMKM restoran tidak hanya dinilai dari aspek internal 

usaha, tetapi juga dari tingkat kepercayaan pemangku kepentingan 

eksternal, seperti pemerintah, lembaga keuangan, mitra usaha, dan 

konsumen. Kepatuhan pajak menjadi salah satu indikator formal yang 

sering digunakan oleh pihak eksternal untuk menilai kelayakan dan 

integritas suatu usaha. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak pendataan dan 

penagihan BPPRD Kota Metro, kepatuhan pajak UMKM restoran sering 

dijadikan indikator awal dalam menilai keseriusan pelaku usaha dalam 

menjalankan usahanya secara legal dan bertanggung jawab.
56

 

Dari perspektif pelaku UMKM restoran, kepatuhan pajak juga 

dipandang memiliki implikasi terhadap hubungan usaha dengan pihak 

eksternal. Pemilik Rumah Makan Dhapu Aceh mengemukakan bahwa 

pemenuhan kewajiban perpajakan secara tertib memberikan rasa aman 

dalam menjalankan kegiatan usaha, khususnya dalam menghadapi 

kemungkinan pemeriksaan serta dalam memenuhi berbagai kepentingan 

administrasi yang berkaitan dengan instansi pemerintah maupun pihak lain. 

Kondisi ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak tidak hanya berfungsi 

sebagai kewajiban hukum, tetapi juga berperan dalam memperkuat posisi 

dan keberlangsungan usaha melalui terciptanya kepastian dan keamanan 

administratisisi pelaku UMKM restoran, kepatuhan pajak juga 

                                                           
56 Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota 

Metro, tanggal 12 Oktober 2025.  
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dipersepsikan sebagai faktor yang memengaruhi hubungan dengan pihak 

eksternal.
57

 

Dalam konteks kepercayaan konsumen, kepatuhan pajak turut 

memperkuat citra usaha sebagai usaha yang legal dan bertanggung jawab. 

UMKM restoran yang memiliki izin usaha dan memenuhi kewajiban pajak 

cenderung lebih dipercaya oleh konsumen, terutama dalam jangka panjang. 

Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya yang menyatakan 

bahwa kepatuhan terhadap regulasi formal meningkatkan reputasi dan 

legitimasi UMKM di mata publik. 

Selain itu, kepatuhan pajak juga memiliki keterkaitan erat dengan 

tingkat kepercayaan lembaga keuangan terhadap UMKM. Dalam praktik 

pembiayaan, lembaga keuangan (khususnya perbankan) sering menjadikan 

bukti kepatuhan pajak sebagai bagian dari persyaratan administrasi dalam 

pengajuan kredit atau pembiayaan usaha. Dokumen seperti Nomor Pokok 

Wajib Pajak (NPWP), Surat Pemberitahuan (SPT), maupun bukti 

pembayaran pajak digunakan untuk menilai tingkat formalitas dan 

transparansi usaha calon debitur. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) 

menegaskan bahwa aspek legalitas dan kepatuhan administratif, termasuk 

kepatuhan perpajakan, merupakan bagian dari prinsip kehati-hatian 

(prudential banking principle) dalam penilaian kelayakan kredit UMKM.
58

 

Secara empiris, studi-studi yang dilakukan di Indonesia 

menunjukkan bahwa transparansi informasi keuangan, termasuk ketaatan 

                                                           
57 Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Dhapu Aceh, tanggal 13 Oktober 2025. 
58 Otoritas Jasa Keuangan, Pedoman Umum Penyaluran Kredit/Pembiayaan UMKM, 

Jakarta: OJK, 2017, hlm. 12-14. 
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terhadap pelaporan perpajakan, berkontribusi pada kemudahan UMKM 

dalam memperoleh akses pembiayaan. Penelitian oleh Anggraeni, 

menemukan bahwa UMKM yang memiliki sistem pencatatan keuangan 

yang lebih transparan memiliki peluang lebih besar untuk meningkatkan 

kepercayaan pemangku kepentingan sekaligus mempermudah akses 

terhadap sumber pembiayaan formal, karena data keuangan yang jelas 

seringkali menjadi bagian dari persyaratan evaluasi kredit oleh lembaga 

keuangan.
59

 

Dengan demikian, kepatuhan terhadap PPh Final UMKM, yang 

mendorong terciptanya pencatatan keuangan yang lebih sistematis dan 

transparan, berperan sebagai salah satu prasyarat penting dalam 

membangun kepercayaan lembaga keuangan terhadap UMKM restoran di 

Kota Metro. 

Dalam konteks UMKM restoran di Kota Metro, kepatuhan terhadap 

PPh Final UMKM berkontribusi pada tersedianya data omzet dan informasi 

keuangan yang lebih jelas dan terdokumentasi. Kondisi ini memudahkan 

lembaga keuangan dalam melakukan analisis kelayakan usaha, baik dari 

sisi kemampuan membayar (repayment capacity) maupun keberlanjutan 

usaha. Dengan demikian, kepatuhan PPh Final UMKM tidak hanya 

berfungsi sebagai kewajiban fiskal, tetapi juga menjadi salah satu prasyarat 

penting dalam membangun kepercayaan lembaga keuangan terhadap 

UMKM restoran sebagai entitas usaha yang kredibel dan layak dibiayai. 

                                                           
59 Wiwin Anggraeni, “Persepsi Pelaku UMKM Terhadap Pentingnya Transparansi Laporan 

Keuangan,” Jurnal Economina Vol. 4 No. 8 (2025), hlm. 73–85, DOI: 

https://doi.org/10.55681/economina.v4i8.1571. diakss pada tanggal 15 Januari 2026. 

https://doi.org/10.55681/economina.v4i8.1571
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3. Implikasi Kepatuhan PPh Final UMKM dalam Keberlanjutan Usaha 

Kepatuhan terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM 

memiliki implikasi strategis terhadap keberlanjutan usaha UMKM restoran, 

baik dalam aspek akses pembiayaan, peluang pengembangan usaha, 

maupun daya saing jangka panjang. Kepatuhan pajak tidak hanya 

mencerminkan ketaatan pada kewajiban hukum, tetapi juga menunjukkan 

kesiapan pelaku usaha dalam mengelola administrasi secara profesional, 

sehingga menjadi modal penting dalam keberlangsungan usaha ke depan. 

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah secara eksplisit mengatur objek dan subjek 

pajak termasuk pajak atas makanan dan/atau minuman yang disediakan 

oleh restoran, serta ketentuan pengecualian tertentu berdasarkan peredaran 

bruto usaha. Pasal 19 ayat (1) menyatakan bahwa penjualan dan/atau 

penyerahan makanan dan/atau minuman oleh restoran termasuk dalam 

objek pajak daerah atas barang dan jasa tertentu, sedangkan ayat (2) 

menjelaskan bahwa penyerahan makanan dan/atau minuman dengan 

peredaran usaha tertentu dapat dikecualikan dari objek pajak daerah.
60

 

Kepatuhan terhadap ketentuan ini memberikan UMKM restoran status 

usaha yang lebih jelas dari sisi legal formal, yang berdampak pada persepsi 

pihak eksternal terhadap kredibilitas usaha. 

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak BPPRD Kota Metro, 

UMKM restoran yang patuh pajak cenderung memiliki peluang lebih besar 

                                                           
60 Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah, Pasal 19 ayat (1)–(2). 
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untuk berkembang karena aspek legalitas dan administrasi usaha telah 

terpenuhi sejak awal.
61

 

Pernyataan ini menunjukkan bahwa kepatuhan pajak mempengaruhi 

kesiapan administratif pelaku usaha ketika mengakses program pembinaan 

usaha, mengikuti pameran atau festival UMKM, maupun mengajukan 

perizinan lanjutan yang diadakan pemerintah daerah. Hal ini menegaskan 

bahwa UMKM yang menekankan bahwa tata kelola administrasi usaha 

yang baik merupakan elemen penting dalam keberlanjutan dan 

pertumbuhan usaha. 

Dari sisi pelaku usaha, pemilik Rumah Makan Dhapu Aceh 

memandang bahwa kewajiban perpajakan, meskipun dirasakan sebagai 

konsekuensi finansial bagi usaha, tetap merupakan aspek penting yang 

harus dipenuhi guna mendukung keberlanjutan dan pengembangan usaha. 

Kepatuhan terhadap pajak dipersepsikan sebagai bagian dari tanggung 

jawab administratif yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas usaha serta 

membuka peluang pengembangan yang lebih luas, terutama dalam 

kaitannya dengan legalitas dan kepercayaan pihak eksternal.
62

 

Pernyataan ini menggambarkan adanya kesadaran strategis bahwa 

kepatuhan pajak berimplikasi pada legitimasi usaha di mata pemangku 

kepentingan eksternal seperti lembaga keuangan, mitra usaha, dan instansi 

pemerintah. Hal ini sejalan dengan penelitian Tambunan yang menyatakan 

bahwa UMKM yang mengadopsi praktik administrasi yang rapi, termasuk 

                                                           
61 Wawancara dengan Ibu Intan Pegawai Bagian Pendataan dan Penagihan BPPRD Kota 

Metro, tanggal 12 Oktober 2025. 
62 Wawancara dengan Pemilik Rumah Makan Dhapu Aceh, tanggal 13 Oktober 2025. 
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kepatuhan perpajakan, lebih mampu membangun kepercayaan terhadap 

pihak eksternal, sehingga meningkatkan peluang pembiayaan dan 

pertumbuhan usaha.
63

 

Lebih jauh, implikasi kepatuhan pajak terhadap keberlanjutan usaha 

juga terlihat dari upaya pemerintah daerah dalam memperkuat ekosistem 

UMKM melalui fasilitasi legalitas dan pembinaan usaha yang terpadu. 

Kegiatan sosialisasi perizinan dan pendampingan UMKM yang digelar oleh 

Pemerintah Kota Metro melalui perangkat terkait menunjukkan komitmen 

untuk memperluas cakupan formalitas usaha UMKM di daerah.
64

 

Kepatuhan terhadap pajak dan perizinan sejalan dengan tujuan pemerintah 

daerah untuk menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan mendukung 

keberlanjutan UMKM secara menyeluruh.  

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan PPh Final 

UMKM merupakan cerminan kredibilitas usaha UMKM restoran, karena 

kepatuhan ini mencerminkan kualitas tata kelola administrasi, integritas 

pelaku usaha, serta kemampuan usaha untuk memenuhi kewajiban hukum 

secara konsisten. UMKM yang secara sukarela mematuhi kewajiban 

perpajakan menunjukkan bahwa mereka memahami pentingnya pajak 

bukan hanya sebagai biaya usaha, tetapi sebagai bagian integral dari 

operasional bisnis yang kredibel. Sebaliknya, UMKM yang mengalami 

kesulitan dalam pemenuhan kewajiban ini menunjukkan bahwa tantangan 

                                                           
63 Tulus Tambunan, UMKM di Indonesia: Isu-Isu Penting (Jakarta: LP3ES, 2012), hlm. 

97–99. 
64 Berita resmi Pemerintah Kota Metro tentang sosialisasi perizinan bagi UMKM (15 

Oktober 2025). https://info.metrokota.go.id/pemkot-metro-gelar-sosialisasi-perizinan-bagi-pelaku-

umkm. diakses pada 15 Januari 2026. 

https://info.metrokota.go.id/pemkot-metro-gelar-sosialisasi-perizinan-bagi-pelaku-umkm
https://info.metrokota.go.id/pemkot-metro-gelar-sosialisasi-perizinan-bagi-pelaku-umkm
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dalam administrasi, pemahaman aturan, dan akses informasi masih menjadi 

penghambat utama bagi kredibilitas usaha. 

Secara keseluruhan, kredibilitas usaha UMKM restoran di Metro 

berkorelasi positif dengan tingkat kepatuhan pajak mereka, meskipun 

kepatuhan ini dipengaruhi oleh banyak faktor—antaranya pemahaman 

perpajakan, stabilitas regulasi, kualitas pencatatan, dan dukungan layanan 

fiskal. Kepatuhan tidak hanya sekadar memenuhi kewajiban fiskal, tetapi 

juga merupakan ekspresi dari profesionalisme dan kepercayaan diri pelaku 

usaha dalam menghadapi sistem perpajakan. 

 

 

 

 



 
 

 
 

BAB V 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian mengenai kepatuhan Pajak Penghasilan 

(PPh) Final UMKM dan hubungannya dengan kredibilitas usaha UMKM 

restoran di Kota Metro, maka kesimpulan yang diperoleh sesuai dengan 

rumusan masalah penelitian adalah sebagai berikut: 

Pertama, tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM restoran dalam 

memenuhi kewajiban Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM secara umum 

telah terbentuk dalam aspek formal, namun belum sepenuhnya optimal dalam 

aspek material. Kepatuhan formal terlihat dari adanya kesadaran wajib pajak 

untuk melakukan pembayaran pajak secara rutin. Akan tetapi, kepatuhan 

dalam aspek pelaporan dan penentuan dasar pengenaan pajak masih 

menghadapi kendala, khususnya terkait dengan keterbatasan pemahaman 

perpajakan dan belum optimalnya sistem pencatatan keuangan usaha. Kondisi 

ini menyebabkan pelaporan omzet belum sepenuhnya mencerminkan kondisi 

usaha yang sebenarnya, sehingga kepatuhan yang terjadi dalam beberapa 

kasus masih bersifat administratif dan belum sepenuhnya substantif. 

Kedua, kepatuhan wajib pajak UMKM restoran dalam memenuhi 

kewajiban PPh Final UMKM berperan dalam mencerminkan kredibilitas 

usaha. Kepatuhan pajak mendorong pelaku usaha untuk menyelenggarakan 

pencatatan keuangan secara lebih tertib, memahami kondisi usaha secara lebih 
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akurat, serta menjalankan kewajiban usaha sesuai dengan ketentuan yang 

berlaku. UMKM restoran yang menunjukkan tingkat kepatuhan yang baik 

cenderung memiliki administrasi usaha yang lebih terstruktur dan 

menunjukkan tingkat tanggung jawab usaha yang lebih tinggi. Sebaliknya, 

rendahnya kepatuhan, khususnya dalam aspek material, mencerminkan bahwa 

pengelolaan administrasi dan akuntabilitas usaha belum sepenuhnya berjalan 

secara optimal. Dengan demikian, kepatuhan Pajak Penghasilan Final UMKM 

tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan kewajiban perpajakan, tetapi juga 

menjadi indikator penting dalam mencerminkan tingkat kredibilitas dan 

kualitas pengelolaan usaha UMKM restoran di Kota Metro. 

 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis 

memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat memberikan kontribusi 

praktis dan akademik, sebagai berikut : 

1. Bagi UMKM Restoran 

Pelaku UMKM restoran di Kota Metro diharapkan dapat 

meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap pentingnya kepatuhan 

PPh Final UMKM, tidak hanya dari aspek pembayaran, tetapi juga dari 

aspek kebenaran perhitungan dan pelaporan omzet. UMKM restoran perlu 

mulai membiasakan pencatatan keuangan sederhana namun teratur agar 

perhitungan pajak dapat dilakukan secara lebih akurat dan sesuai dengan 

kondisi usaha yang sebenarnya. Dengan demikian, kepatuhan pajak dapat 

menjadi sarana untuk memperkuat kredibilitas dan keberlanjutan usaha. 



109 
 

 
 

2. Bagi Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota 

Metro 

BPPRD Kota Metro disarankan untuk meningkatkan intensitas 

pembinaan dan pendampingan kepada UMKM restoran, khususnya terkait 

pencatatan keuangan dan perhitungan PPh Final UMKM. Pendekatan 

edukatif dan persuasif perlu terus dikembangkan agar kepatuhan wajib 

pajak tidak hanya bersifat formal, tetapi juga material. Selain itu, 

penguatan koordinasi dengan instansi terkait dalam pembinaan UMKM 

dapat menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kepatuhan pajak 

secara berkelanjutan. 

3. Bagi Pemerintah Daerah 

Pemerintah Daerah Kota Metro diharapkan dapat terus mendukung 

upaya peningkatan kepatuhan pajak UMKM melalui kebijakan yang 

mendorong penguatan kapasitas administrasi usaha, seperti pelatihan 

pencatatan keuangan dan literasi perpajakan bagi UMKM restoran. 

Kebijakan tersebut diharapkan tidak hanya meningkatkan penerimaan 

pajak, tetapi juga memperkuat kredibilitas dan daya saing UMKM daerah. 

4. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek dan 

cakupan penelitian, baik dari sisi jenis UMKM maupun wilayah 

penelitian, agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai 

kepatuhan Pajak Penghasilan (PPh) Final UMKM. Selain itu, penelitian 

lanjutan dapat mengkaji hubungan antara kepatuhan pajak dengan kinerja 
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keuangan UMKM maupun dampaknya terhadap akses pembiayaan secara 

lebih mendalam, sehingga diperoleh pemahaman yang lebih luas mengenai 

implikasi kepatuhan pajak terhadap keberlanjutan usaha. 

Lebih lanjut, peneliti selanjutnya diharapkan mampu memperoleh 

dan menyertakan dokumen administratif yang berkaitan dengan indikator 

kepatuhan pajak yang belum dapat diverifikasi dalam penelitian ini, seperti 

bukti pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT), bukti penyetoran pajak, serta 

dokumen administrasi perpajakan lainnya untuk memperkuat validitas 

empiris penelitian. 
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